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NOMOR : 06/Kpts./RC.020/E/01/2026

TENTANG

RENCANA STRATEGIS DIREKTORAT JENDERAL PERKEBUNAN

Menimbang :

Mengingat

TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL PERKEBUNAN,

bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun
2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional,
Kementerian/Lembaga menetapkan Rencana Strategis
Kementerian/Lembaga sesuai dengan tugas dan fungsinya
dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka
Menengah:

bahwa telah ditetapkannya Peraturan Presiden Nomor 80
Tahun 2025 tentang Penyusunan Rencana Strategis dan
Rencana Kerja Kementerian /Lembaga dan Peraturan Menteri
Pertanian Nomor 40 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis
Kementerian Pertanian Tahun 2025-2029;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan
Direktur Jenderal Perkebunan tentang Rencana Strategis
Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2025-20209;
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Repttblik Indonesia Nomof 104, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 16.6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
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Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024
Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6994)

3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5613) sebagaimana telah diubah dengan Undang Nomor
6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang
Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-UndangNomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali
diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nornor 6856);

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2025 tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2026
(Lembaran Negara Tahun 2025 Nomor 179, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 7144);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang
Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Pengganggaran
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6056);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022 tentang
Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2022 Nornor 122, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6794);
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Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 25, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6850);
Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata
Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
(Lembaran Negara Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 5423) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun
2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Negara (Lembaran Negara Tahun 2018 Nomor
229, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6267);

Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);

Peraturan Presiden Nomor 140 Tahun 2024 tentang
Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2024 Nomor 250);

Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2024 tentang
Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2024 Nomor 389;

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 02 Tahun 2025
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor
14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Pertanian Nomor 30 Tahun 2025 tentang Perubahan atas
Peraturan Menteri Pertanian Nomor 02 Tahun 2025 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 884);

MEMUTUSKAN :

menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERKEBUNAN TENTANG
RENCANA STRATEGIS DIREKTORATJENDERALPERKEBUNAN
TAHUN 2025-2029.
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KESATU : Rencana Strategis Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun
2025-2029 yang selanjutnya disebut Renstra sebagaimana
tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Renstra sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU menjadi
dokumen perencanaan strategis jangka menengah Direktorat
Jenderal Perkebunan untuk periode 5 (lima) tahun terhitung
mulai Tahun 2025 sampai Tahun 2029.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

Menteri Pertanian;

Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;

Menteri Keuangan;

Gubernur di Seluruh Indonesia;

Bupati/Walikota di Seluruh Indonesia;

Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
Direktur Jenderal Anggaran, Kementerian Keuangan;
Direktur Jenderal Pembendaharaan, Kementerian Keuangan;

0o NG AL

Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan;
.Sekretaris Jenderal, Kementerian Pertanian;

— =
= O

.Kepala Dinas Pertanian Provinsi yang membidangi Perkebunan di seluruh
Indonesia.

. Rencana Strategis Direktorat Jenderal Perkebunan
;
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KATA PENGANTAR

uji dan syukur kita panjatkan ke hadirat Allah

SWT, karena atas limpahan rahmat dan karunia-

Nya, dokumen Rencana Strategis (Renstra)
Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2025-2029
dapat disusun dan diselesaikan dengan baik.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029 mengusung tema
pembangunan | “Bersama Indonesia Maju,

Menuju Indonesia Emas 2045”,
yang sekaligus menjadi Visi Presiden dalam pembangunan nasional periode

2025-2029. Visi tersebut diwujudkan melalui delapan Misi Presiden yang
dituangkan dalam delapan Asta Cita sebagai Prioritas Pembangunan Nasional.

Dalam mewujudkan visi Presiden tersebut, maka Kementerian Pertanian
telah menetapkan Visi Kementerian Pertanian tahun 2025-2029 yaitu “Pertanian
Maju Berkelanjutan Serta Bermanfaat Bagi Rakyat Indonesia Dalam Rangka
Mewujudkan Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045".

Direktorat Jenderal Perkebunan melalui visi “Perkebunan Bernilai Tambabh,
Berdaya Saing, Berkelanjutan dan Bermanfaat Bagi Rakyat Indonesia” dalam
mendukung pencapaian Prioritas Nasional tersebut, berkontribusi pada dua
Prioritas Nasional, yaitu: (1) memantapkan sistem pertahanan dan keamanan
negara serta mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan,
energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru;
serta (2) melanjutkan hilirisasi dan pengembangan industri berbasis sumber
daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. Kontribusi tersebut
diwujudkan secara konkret melalui dukungan terhadap Program Prioritas “Nilai
Tambah dan Daya Saing Industri” dan “Dukungan Manajemen”.

Rencana Strategis Direktorat Jenderal Perkebunan
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Rencana Strategis Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2025-
2029 disusun sebagai panduan, pedoman, dan acuan umum arah kebijakan
penyelenggaraan pembangunan subsektor perkebunan ke depan. Renstra ini
menjadi dasar dalam pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan tugas
pokok dan fungsi organisasi, guna mendukung pencapaian sasaran pembangunan
nasional sebagaimana diamanatkan dalam RPJMN Tahun 2025-2029. Arah
kebijakan tersebut selanjutnya akan dijabarkan ke dalam rencana kerja tahunan
agar pelaksanaan program dan kegiatan dapat ditetapkan secara lebih konkret,
terukur, tepat sasaran, berkelanjutan, serta mendukung terwujudnya organisasi
yang efektif, efisien, dan akuntabel.

Akhir kata, kami menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada
seluruh pihak yang telah berkontribusi dan memberikan pemikiran dalam
penyusunan dokumen ini. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan petunjuk
dan bimbingan kepada kita semua dalam mewujudkan visi, misi, tujuan, serta
sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Direktorat Jenderal
Perkebunan ini.

Rencana Strategis Direktorat Jenderal Perkebunan
Vil 9
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BAB |
PENDAHULUAN

-¥\:J PENDAHULUAN
|

encana Strategis (Renstra) Direktorat Jenderal Perkebunan

(Ditjen. Bun) merupakan dokumen perencanaan jangka menengah

yang memuat arah kebijakan dan strategi pembangunan sektor
perkebunan dalam periode lima tahun, yaknitahun 2025-2029. Renstra inidisusun
sebagai pedoman dan arahan bagi seluruh satuan kerja di lingkungan Direktorat
Jenderal Perkebunan dalam mengalokasikan sumber daya serta melaksanakan
program dan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi organisasi secara
efektif, efisien dan terarah.

Penyusunan Renstra Direktorat Jenderal Perkebunan dilatarbelakangi
oleh kebutuhan dalam upaya memastikan tercapainya visi dan misi, serta tujuan
Direktorat Jenderal Perkebunan dan Kementerian Pertanian dalam bidang
perkebunan yang mendukung pembangunan nasional.

Subsektor perkebunan merupakan salah satu subsektor pertanian yang
memiliki peran strategis dalam perekonomian nasional. Kontribusi subsektor ini
tercermin melalui penciptaan lapangan kerja, pengentasan kemiskinan, serta
penyediaan bahan baku bagiindustri, pengembangan bioenergi, dan peningkatan
ekspor. Selain itu, subsektor perkebunan juga berperan dalam mendukung
ketahanan pangan melalui pemenuhan kebutuhan pangan masyarakat. Namun
demikian, pembangunan subsektor perkebunan dihadapkan pada berbagai
tantangan, antara lain dampak perubahan iklim, degradasi lingkungan, fluktuasi
harga komoditas, serta kebutuhan akan modernisasi teknologi dan peningkatan
daya saing. Tantangan tersebut menuntut adanya perencanaan yang adaptif dan
responsif terhadap dinamika lingkungan strategis, baik nasional maupun global.

Renstra Direktorat Jenderal Perkebunan disusun untuk mengarahkan
pembangunan sektor perkebunan agar lebih produktif, bernilai tambah, berdaya
saing, dan berkelanjutan. Renstra Direktorat Jenderal Perkebunan berfungsi

Rencana Strategis Direktorat Jenderal Perkebunan
;
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PENDAHULUAN

sebagai pedoman bagi pelaksanaan program dan kegiatan Direktorat Jenderal
Perkebunan yang sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Nasional (RPJMN), Rencana Strategis Kementerian Pertanian, serta target

pembangunan nasional.

1.1
111

Kondisi Umum
Produk Domestik Bruto Perkebunan

Indonesia merupakan negara agraris dengan potensi sumber daya
alam yang sangat besar, didukung oleh luas wilayah geografis, iklim tropis,
tingkat kesuburan tanah, serta keanekaragaman hayati yang tinggi. Kondisi
tersebut menjadikan sektor pertanian, khususnya subsektor perkebunan,
sebagaisalah satusektorstrategis yang berperan penting dalam menopang
perekonomian nasional. Kontribusi subsektor perkebunan tercermin dari
perannya sebagai pilar pertumbuhan ekonomi serta sumbangannya
terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional.

Tabel 1. Kontribusi Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan terhadap

PDB Nasional
ST

Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan 13,70% 13,28% 12,40% 12,53%
a. Pertanian, Peternakan, Perburuan dan

Jasa Pertanian 10,20% 9,85% 9,22% 9,25%

e Tanaman Pangan 3,07% 2,60% 2,32% 2,26%

e Tanaman Hortikultura 1,62% 1,55% 1,44% 1,37%

e Tanaman Perkebunan 3,63% 3,94% 3,76% 3,88%

e Peternakan 1,69% 1,58% 1,52% 1,56%

e Jasa Pertanian dan Perburuan 0,20% 0,19% 0,18% 0,18%
b. Kehutanan dan Penebangan Kayu 0,70% 0,66% 0,60% 0,62%
c. Perikanan 2,79% 2,77% 2,58% 2,66%

*)  Angka Sementara
**) Angka Sangat Sementara
Sumber: BPS, diolah Ditjenbun

Secara umum, kontribusi sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan
terhadap PDB nasional pada tahun 2024 menurun 1,09% dibandingkan
tahun 2020, namun meningkat 0,08% jika dibandingkan dengan tahun
2023. Selain itu, berdasarkan Tabel 1, subsektor perkebunan secara

Rencana Strategis Direktorat Jenderal Perkebunan
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PENDAHULUAN

konsisten memberikan kontribusi yang relatif lebih besar terhadap PDB
nasional dibandingkan subsektor lainnya selama periode 2020-2024.
Kontribusi subsektor perkebunan meningkat dari 3,63% pada tahun 2020
menjadi 4,17% pada tahun 2024. Capaian tersebut menegaskan peran
penting subsektor perkebunan sebagai salah satu kontributor utama
dalam sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan serta dalam mendukung
perekonomian nasional.

Jasa Pertaanian
dan Perburuan

Rp41T
1,947%

ELEINED
Hortikultura
Rp 309 T

14,64%

Peternakan Rp 2-1 07,2 Tanaman

Rp 350 T Perkebunan

16,60% Triliun Rp922 T
43,77%

Tanaman Pangan
Rp 486 T
23,05%

Sumber: BPS, diolah Ditjenbun

Gambar 1. Kontribusi PDB Per Sub Sektor Pertanian Terhadap Sektor
Pertanian, Peternakan, Perburuan dan Jasa Pertanian

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2024, sektor
Pertanian, Peternakan, Perburuan dan Jasa Pertanian secara keseluruhan
berkontribusi sebesar 9,52% (Rp2.1072 Triliun) terhadap PDB nasional.
Sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 1, dari sektor tersebut, subsektor
perkebunan memberi kontribusi terbesar yaitu 43,77% (Rp922,2 triliun).
Hal tersebut menunjukkan peran penting subsektor perkebunan dalam
mendukung perekonomian nasional.

Rencana Strategis Direktorat Jenderal Perkebunan
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NTP dan NTUP Perkebunan

151,2

104,3

2020 2021 2022 2023 2024
—@=—NTP —@=—NTUP

Sumber: BPS, diolah Ditjenbun
Gambar 2. Perkembangan NTP dan NTUP Perkebunan 2020-2024

Selama periode 2020-2024, Nilai Tukar Petani (NTP) subsektor
perkebunan meningkat secara konsisten dari angka 104,3 pada tahun 2020
menjadi 149,1 pada tahun 2024. Sejalan dengan perkembangan NTP, Nilai
Tukar Usaha Pertanian (NTUP) subsektor perkebunan juga menunjukkan
tren peningkatan dari 105,2 pada tahun 2020 menjadi 151,2 pada tahun
2024 atau meningkat sebesar 45,9 poin. Kondisi ini menunjukkan bahwa
kenaikan harga jual komoditas yang diterima petani relatif lebih tinggi
dibandingkan dengan pengeluaran untuk kebutuhan produksi pertanian
dan konsumsi rumah tangga petani.

Kinerja Ekspor Perkebunan

Selama periode 2020-2024, kinerja ekspor sektor pertanian secara
umum menunjukkan pertumbuhan yang positif meskipun disertai fluktuasi.
Pada tahun 2024, nilai ekspor sektor pertanian tercatat sebesar Rp 589,9
Triliun, meningkat sebesar 33,49% dibandingkan dengan tahun 2020.
Dari empat subsektor utama pertanian (tanaman pangan, hortikultura,
peternakan, dan perkebunan), subsektor perkebunan secara konsisten
memberikan kontribusi terbesar dan paling dominan terhadap total nilai
ekspor sektor pertanian seperti yang terlihat pada Tabel 2.

Rencana Strategis Direktorat Jenderal Perkebunan
Kementerian Pertanian Republik Indonesia 2025 - 2029

y



N

BAB |

PENDAHULUAN

Tabel 2. Nilai Ekspor Sektor Pertanian Tahun 2020-2024

Nilai Ekspor (Rp Triliun)

Subsektor Pertanian

Tanaman Pangan 3,62 4,65 3,56 4,46 3,36
Tanaman Hortikultura 9,49 10,15 10,92 12,25 15,03
Perkebunan 410,76 582,86 621,71 514,67 550,14
Peternakan 18,09 18,68 21,31 21,01 21,46

Sumber: BPS, diolah Ditjenbun

657,50
621,71

552,39
94,56 514,67

589,98

550,14

2020 2021 2022 2023 2024

B Ekspor Pertanian (Rp Triliun) == Ekspor Perkebunan (Rp Triliun) Kontribusi Perkebunan

Sumber: BPS, diolah Ditjenbun
Gambar 3. Perkembangan Kinerja Ekspor Subsektor Perkebunan

Periode 2020-2024, kontribusi subsektor perkebunan terhadap sektor
pertanian secara rata-rata berada di atas 90%, dengan kontribusi tertinggi
mencapai 94,56% pada tahun 2021 dan 2022. Meskipun sempat mengalami
penurunan pada tahun 2023, kineja ekspor subsektor perkebunan kembali
meningkat pada tahun 2024. Pada tahun 2024, nilai ekspor komoditas
perkebunan mencapai Rp550,14 Triliun, meningkat sebesar 6,89%
dibandingkan dengan tahun 2023. Kondisi ini menegaskan peran dominan
subsektor perkebunan sebagai kontributor utama ekspor sektor pertanian.
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Gambar 4. Kontribusi Nilai Ekspor Komoditas Perkebunan Tahun 2024

Kontribusi besar subsektor perkebunan tersebut terutama berasal
dari komoditas kelapa sawit. Pada Gambar 4, kelapa sawit mendominasi
subsektor perkebunan dengan kontribusi sebesar 65,92% (Rp362,67
Triliun). Komoditas perkebunan utama lainnya meliputi karet, kelapa, kopi,
dan kakao turut memberikan kontribusi signifikan terhadap kinerja ekspor
subsektor perkebunan. Secara keseluruhan, nilai ekspor komoditas kelapa
sawit, karet, kelapa, kopi, dan kakao pada tahun 2024 berkontribusi sebesar
91,62% (Rp504,02 Triliun).

Neraca perdagangan perkebunan naik sebesar 3,50% dibandingkan
dengan tahun 2023 dengan nilai total Rp428,7 triliun pada tahun 2024.
Meskipun neraca perdagangan kelapa sawit mengalami penurunan 7,06%,
kelapa sawit tetap mendominasi neraca perdagangan perkebunan dengan
kontribusi 84,57% atau sebesar Rp362,5 triliun pada tahun 2024.
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Gambar 5. Perkembangan Neraca Ekspor-Impor Komoditas Unggulan
Perkebunan Tahun 2023-2024

Selain kelapa sawit, komoditas perkebunan utama lainnya meliputi
karet, kelapa, kopi, dan kakao turut memberikan kontribusi signifikan
terhadap kinerja perdagangan subsektor perkebunan yang mencerminkan
dominasi komoditas-komoditas tersebut dalam struktur perekonomian
nasional.

11.4 Tenaga Kerja Perkebunan

Sektor pertanian tidak hanya memberikan dampak signifikan
terhadap perekonomian nasional, tetapi juga mampu menyerap tenaga
kerja dengan jumlah yang signifikan dan menjadi sumber pendapatan
utama bagi masyarakat. Sektor pertanian menjadi salah satu kontributor
utama dalam penyerapan tenaga kerja di Indonesia selama periode 2020-
2024. Pada tahun 2024, sektor Pertanian mampu menyerap sekitar 26,15%
atau sekitar 37,8 juta tenaga kerja.
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Gambar 6. Perkembangan Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas yang
Bekerja di Sektor Pertanian dan Non Pertanian Tahun 2020-
2024 (Ribu Jiwa)

Apabila ditinjau lebih lanjut, selama periode 2020-2024, sektor
pertanian menunjukkan tren jumlah pekerja yang cenderung meningkat
meskipun dengan sedikit fluktuasi. Pada tahun 2020, sektor pertanian
mampu menyerap tenaga kerja sebanyak 35,2 juta jiwa dan meningkat
sebesar 7,28% menjadi 37,8 juta tenaga kerja pada tahun 2024.

Sedangkan pada subsektor, terjadi fluktuasi perkembangan jumlah
tenaga kerja selama periode tahun 2020-2024. Hal tersebut juga terjadi
pada subsektor perkebunan, meskipun terjadi peningkatan yang cukup
signifikan dari tahun 2020 ke 2024 sebesar 15,91%.
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Gambar 7. Perkembangan Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas yang
Bekerja di Sektor Pertanian Tahun 2020-2024 (Ribu Jiwa)

Sebagai salah satu subsektor yang berperan penting dalam
penyerapan tenaga kerja pada sektor pertanian, subsektor perkebunan
memberikan kontribusi sebesar 35,64% atau sebesar 13,4 juta jiwa pada
tahun 2024. Kondisi ini menegaskan bahwa subsektor perkebunan memiliki
peran yang signifikan dalam struktur ketenagakerjaan sektor pertanian.

Potensi dan Permasalahan

Pembangunan subsektor perkebunan pada periode 2025-2029
dihadapkan pada berbagai potensi dan permasalahan yang semakin
dinamis seiring dengan perubahan lingkungan strategis, baik di tingkat
global, nasional, maupun daerah.

Potensi Subsektor Perkebunan
1. Pemenuhan Permintaan Pasar dan Kebutuhan Konsumen
Permintaan pasar terhadap produk-produk perkebunan
Indonesia mengalami peningkatan yang signifikan, baik di tingkat
domestik maupun internasional. Kondisi daya beli masyarakat global
yang semakin membaik membuka peluang peningkatan permintaan
terhadap minyak sawit, kakao, karet, teh, dan rempah-rempah.
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Produk-produk ini dibutuhkan tidak hanya untuk konsumsi langsung,
tetapi juga sebagai bahan baku industri makanan, kosmetik,
farmasi, dan energi terbarukan. Oleh karena itu, sektor perkebunan
diharapkan dapat memperkuat kapasitas produksi dan menjaga
kontinuitas pasokan untuk memenuhi kebutuhan pasar global secara
berkelanjutan.

Kesadaran masyarakat global terhadap isu keamanan pangan,
mutu produk, lingkungan serta keberlanjutan semakin meningkat,
sehingga konsumen kini lebih selektif dalam memilih produk
yang mereka konsumsi. Produk-produk yang diproduksi dengan
memperhatikan aspek ramah lingkungan, bebas dari bahan kimia
berbahaya, serta memiliki sertifikasi keberlanjutan menjadi semakin
diminati. Hal ini menjadi tantangan sekaligus peluang bagi Indonesia
untuk mendorong praktik perkebunan berkelanjutan dan memastikan
ketelusuran produk (traceability) sebagai bagian dari standar ekspor.

Diversifikasi produk perkebunan menjadi langkah strategis
yang harus diambil untuk menjawab permintaan pasar dan konsumen
yang semakin kompleks dan beragam. Pengembangan produk
bernilai tambah tidak hanya meningkatkan nilai ekonomi, tetapi juga
memperluas segmen pasar.

Modernisasi rantai distribusi berperan penting dalam
meningkatkan daya saing produk perkebunan melalui pemendekan
rantai pasok, peningkatan efisiensi logistik, dan pengurangan
kehilangan pascapanen. Penerapan sistem cold chain, pusat
distribusi terpadu, serta transportasi yang terkoordinasi dapat
menjaga mutu, stabilitas kualitas, dan umur simpan produk,
sekaligus meningkatkan margin usaha dan akses pasar. Pemerintah
mendorong penguatan konektivitas langsung antara petani dan
pasar akhir melalui pengembangan kelembagaan ekonomi petani,
kemitraan dengan offtaker, serta pembangunan infrastruktur logistik
pertanian. Keberhasilan strategi ini memerlukan dukungan lintas
sektor dan penguatan kapasitas petani, sehingga dalam jangka
panjang mampu membangun sistem agribisnis perkebunan yang
efisien, berkelanjutan, dan berkeadilan.
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2. Penerapan Teknologi di Sektor Pertanian

Penerapan teknologi modern seperti Internet of Things (loT),
drone, dan sistem pertanian presisi mulai menjadi solusi strategis
dalam menjawab tantangan efisiensi dan produktivitas sektor
perkebunan di Indonesia. Penerapan teknologi modern dapat
dimanfaatkan dalam pemantauan kondisi lahan, tanaman, dan
lingkungan secara real-time melalui sensor dan perangkat otomatis.
Integrasi ketiga teknologi ini berkontribusi pada transformasi
digital sektor perkebunan hulu, memastikan jaminan pemasaran
hasil perkebunan untuk industri pengolahan dan ekspor, serta
meningkatkan daya saing komoditas Indonesia di pasar global. Selain
itu, teknologi ini juga sejalan dengan tren pertanian berkelanjutan
dan ramah lingkungan yang semakin menjadi tuntutan pasar
internasional. Dalam jangka panjang, penerapan teknologi digital dan
presisi akan memperkuat posisi Indonesia sebagai produsen utama
komoditas perkebunan yang adaptif terhadap perubahan zaman dan
kebutuhan konsumen global.

Seiring dengan penerapan teknologi modern, perkembangan
teknologi informasi dan komunikasi (TIK) telah mengubah pemasaran
dan perdagangan produk perkebunan di tingkat nasional dan
internasional.

Digitalisasi proses perdagangan memberikan peluang besar
bagi petani, pelaku usaha kecil menengah (UKM), serta perusahaan
besar untuk menjangkau pasar yang lebih luas secara lebih efisien
dan transparan. Selain itu, TIK memungkinkan penyediaan informasi
harga pasar, tren permintaan, dan preferensi konsumen secara real-
time, sehingga pelaku usaha dapat menyusun strategi produksi dan
pemasaran yang lebih responsif dan tepat sasaran.

Pengembangan ekosistem digital oleh pemerintah dan
swasta, melalui e-commerce pertanian, logistik digital, sertifikasi
elektronik, serta penerapan blockchain dan sistem ketertelusuran
digital, mempercepat transaksi, meningkatkan transparansi, dan
memperkuat kepercayaan konsumen, khususnya untuk pasar ekspor
berstandar tinggi. Pemanfaatan TIK ini meningkatkan daya saing
produk perkebunan sekaligus memperkuat keterhubungan petani
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dengan pasar akhir, sehingga mendorong transformasi subsektor
perkebunan menjadi lebih efisien, inklusif, dan adaptif terhadap
dinamika pasar dan teknologi

3. Lingkungan Hidup

Pengembangan subsektor perkebunan harus memperhatikan
pengendalian dampak lingkungan melalui penerapan praktik
budidaya berkelanjutan, termasuk pendekatan budidaya regeneratif
yang menjaga kualitas tanah dan air, keanekaragaman hayati, serta
keseimbangan ekologi. Praktik ini berkontribusi pada peningkatan
serapan karbon, retensi air tanah, pencegahan degradasi lahan, dan
mitigasi dampak perubahan iklim. Kepatuhan terhadap regulasi
lingkungan menjadi persyaratan dasar dalam perizinan usaha dan
sekaligus bagian dari pembuktian keberlanjutan yang semakin
dipersyaratkan dalam perdagangan internasional.

Pengelolaan lingkungan menjadi salah satu aksi strategis
dalam peningkatan produksi, keberlanjutan dan daya saing produk
perkebunan Indonesia. Seiring dengan meningkatnya kesadaran
global terhadap pelindungan lingkungan dan tanggung jawab
sosial, mendorong negara tujuan ekspor mensyaratkan sertifikasi
perkebunan berkelanjutan. Sertifikasi seperti Indonesian Sustainable
Palm Oil (ISPO), Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO),
Rainforest Alliance, organik, dan Fair Trade menjadi instrumen
penting untuk menjaga akses pasar, khususnya di kawasan Uni
Eropa, Amerika Utara, dan Asia Timur. Pemerintah Indonesia telah
menetapkan ISPO sebagai standar keberlanjutan kelapa sawit yang
mencakup aspek lingkungan, sosial, ekonomi, serta kepatuhan
terhadap peraturan perundang-undangan, termasuk legalitas lahan,
pelindungan keanekaragaman hayati, efisiensi sumber daya, dan
pengurangan emisi.

Sejalan dengan meningkatnya dukungan dan preferensi pasar
globalterhadap produk hijau, subsektor perkebunan mengembangkan
desa organik pelindungan tanaman ramah lingkungan memiliki daya
saing yang lebih tinggi, baik di pasar domestik maupun internasional.
Selain itu, pemanfaatan agens hayati dan musuh alami OPT sebagai
bagian dari strategi pelindungan tanaman jangka panjang tidak
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hanya menekan ketergantungan pada pestisida kimia, tetapi juga
memperkuat keberlanjutan sistem produksi perkebunan secara
ekologis dan ekonomis.

Penerapan teknologi pengelolaan lingkungan, seperti
pengolahan Llimbah terpadu, konservasi tanah dan air, serta
pemanfaatan energi terbarukan, berperan dalam meningkatkan
efisiensi sumber daya dan mengurangi dampak lingkungan.
Pemanfaatan limbah perkebunan menjadi pupuk organik, biogas,
atau biopelet, serta penggunaan teknologi pemantauan berbasis
digital mendukung peningkatan produktivitas sekaligus pemenuhan
standar lingkungan global dalam rantai pasok.

Subsektor perkebunan juga memiliki potensi besar dalam
pengembangan bioenergi sebagai bagian dari transisi energi dan
ekonomi hijau. Komoditas seperti kelapa sawit, tebu, aren, kemiri
sunan, dan jarak pagar berpotensi dikembangkan sebagai sumber
biodiesel dan bioetanol. Pengembangan biofuel tidak hanya
mendukung ketahanan energi nasional dan pengurangan emisi
karbon, tetapi juga menciptakan nilai tambah, memperluas pasar, dan
mendorong pemberdayaan ekonomi masyarakat perdesaan melalui
pemanfaatan sumber daya lokal secara berkelanjutan. Dukungan
kebijakan yang konsisten, investasi teknologi, dan kolaborasi antara
pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat, sektor perkebunan dapat
memainkan peran strategis dalam mendukung transformasi energi
berkelanjutan di Indonesia.

Kebijakan dan Regulasi

Pemerintah terus memperkuat kontribusi subsektor perkebunan
melalui kebijakan dan program strategis yang berorientasi pada
keberlanjutan, inklusivitas, dan peningkatan daya saing. Fokus
pengembangan diarahkan pada komoditas perkebunan strategis
yang berperan penting sebagai sumber devisa, penggerak ekonomi
perdesaan, dan sumber penghidupan petani. Pengembangan
dilakukan secara terintegrasi dari hulu ke hilir melalui peningkatan
produktivitas, peremajaan tanaman, sertifikasi, hilirisasi, penguatan
riset, infrastruktur, serta kelembagaan petani agar manfaat ekonomi
dapat dirasakan secara merata.
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Pemerintah mendorong pelaksanaan Reformasi Agraria di
sektor perkebunan melalui legalisasi dan redistribusi tanah, penataan
akses usaha, serta penyelesaian status lahan perkebunan rakyat di
kawasan hutan. Selain itu, program ini diperkuat dengan penataan
akses berupa dukungan usaha, pelatihan, pembiayaan, keamanan
investasi, dan integrasi dengan rantai nilai komoditas perkebunan.
Upaya ini tidak hanya bertujuan mengurangi ketimpangan struktural
dan konflik dalam penguasaan lahan, tetapi juga memperkuat posisi
petani dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan. Kepastian lahan
masyarakat juga tidak lepas dari permasalahan status kawasan
hutan yang dialami perkebunan rakyat, terkhusus komoditas kelapa
sawit yang didera kampanye deforestasi. Penyelesaian pelepasan
status kawasan hutan perlu koordinasi kementerian/lembaga
dan pemerintah daerah yang dirumuskan dalam kebijakan dan
regulasi yang mempertimbangkan asas keadilan, kebermanfaatan,
keberlanjutan, keterpaduan, keterbukaan dan kelestarian fungsi
lingkungan hidup guna mendukung pengembangan komoditas
perkebunan.

Pemerintah juga turut serta dalam mendukung program
energi hijau, salah satu strategi utamanya yaitu pengembangan
bioenergi berbasis komoditas perkebunan. Program ini tidak hanya
mendukung kebijakan transisi energi nasional melalui bauran energi
terbarukan, tetapi juga membuka pasar baru, memperluas hilirisasi,
dan meningkatkan nilai tambah produk perkebunan secara signifikan.

5. Peningkatan Produktivitas Perkebunan

Peningkatan produktivitas subsektor perkebunan dapat
didorong melalui pemanfaatan lahan suboptimal dan hutan
rusak secara produktif dan berkelanjutan, antara lain melalui
pengembangan tanaman pangan dan energi alternatif berbasis
agroforestri dan sistem tumpang sari. Komoditas seperti aren, ubi
kayu, sagu, sorgum, dan kelapa berpotensi meningkatkan efisiensi
pemanfaatan lahan, mendukung ketahanan pangan dan energi, serta
sejalan dengan prinsip pembangunan rendah karbon. Pendekatan ini
memungkinkan optimalisasi ruang, diversifikasi pendapatan petani,
dan peningkatan produktivitas lahan secara ekologis tanpa konversi
hutan primer atau lahan gambut.
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Produksi dan produktivitas tanaman dipengaruhi oleh
faktor pembatas baik dari sisi teknis budidaya maupun diluar
teknis. Perbaikan kultur teknis (intensifikasi) diyakini menjadi kunci
keberhasilanperkebunanindonesia, terutama perkebunan rakyat (PR),
untuk memperbaiki produktivitas yang terus menurun. Intensifikasi
merupakan usaha meningkatakan produksi dan produktivitas
melalui peningkatan kualitas teknis dengan pemberian input sarana
produksi sesuai kebutuhan. Selain intensifikasi peningkatan produksi
juga dapat dilakukan melalui ekstensifikasi. Ekstensifikasi dapat
meningkatkan produksi dengan didukung ketersediaan benih unggul
bermutu dan berkelanjutan, penerapan teknik budidaya sesuai
Good Agricultural Practices (GAP) dan pengendalian organisme
pengganggu tumbuhan (OPT) serta dampak perubahan iklim (DPI).

11.2 Permasalahan Subsektor Perkebunan
1. Pemenuhan Permintaan Pasar dan Kebutuhan Konsumen
Subsektor perkebunan nasional menghadapi tantangan
dalam memenuhi permintaan pasar global akibat fluktuasi harga
internasional yang dipengaruhi dinamika geopolitik, nilai tukar, dan
kebijakan perdagangan, sehingga berdampak pada pendapatan
petani serta ketidakpastian investasi. Selain itu, masih terjadi
penolakan produk ekspor akibat ketidaksesuaian terhadap standar
mutu, keamanan pangan, ketertelusuran, dan sertifikasi lingkungan
yang semakin ketat di negara tujuan. Keterbatasan penerapan praktik
budidaya dan penanganan yang baik, fasilitas pengujian mutu, serta
pengawasan kualitas menyebabkan sebagian produk belum mampu
memenuhi persyaratan pasar.

Permasalahan lain mencakup ketidakstabilan kuantitas,
kualitas, dan kontinuitas pasokan akibat pengaruh iklim, umur
tanaman, serangan OPT, keterbatasan sarana produksi, dan
penerapan teknologi yang belum optimal. Kondisi ini diperburuk oleh
keterbatasan infrastruktur dan investasi logistik yang berdampak
pada tingginya biaya distribusi, kehilangan pascapanen, dan
lemahnya konsolidasi produk petani. Untuk mengatasi hal tersebut,
diperlukan kebijakan terintegrasi yang mendorong peningkatan mutu,
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modernisasi budidaya dan pascapanen, penguatan sistem sertifikasi
dan logistik, serta diversifikasi pasar ekspor guna memperkuat daya
saing produk perkebunan Indonesia.

2. Penerapan teknologi di sektor pertanian

Salah satu tantangan krusial dalam pengembangan subsektor
perkebunan di Indonesia adalah tingginya biaya adopsi teknologi,
terutama bagi petani kecil yang merupakan pelaku utama dalam
sistem produksi. Hal ini menjadi semakin relevan mengingat lahan
perkebunan mayoritas dikelola oleh perkebunan rakyat, yang
umumnya memiliki keterbatasan modal, akses informasi, dan
kapasitas teknis.

Teknologi modern seperti irigasi presisi, pemupukan berbasis
sensor, penggunaan drone untuk pemantauan dan penyemprotan
lahan, early warning system, penginderaan jauh (remote sensing),
artificial intelligence (Al) untuk deteksi penyakit tanaman dan sistem
pertanian berbasis digital (smart farming) menawarkan peluang
besar untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi, serta ketahanan
terhadap perubahan iklim. Namun, teknologi ini memerlukan
investasi awal yang tidak sedikit, baik dalam bentuk alat, pelatihan,
maupun infrastruktur pendukung. Selain itu, akses ke pembiayaan
formal seperti kredit usaha tani juga masih terbatas, akibat kendala
agunan, risiko usaha, dan literasi keuangan yang rendah. Akibatnya,
sebagian besar petani masih mengandalkan praktik tradisional yang
meskipun murah, namun kurang efisien dan sulit bersaing di pasar
yang menuntut kualitas tinggi serta keberlanjutan.

Dominasi perkebunan rakyat dalam struktur produksi
nasional juga berarti bahwa tantangan ini tidak bersifat individual,
tetapi sistemik, dan berdampak langsung terhadap produktivitas
perkebunan nasional, efisiensi rantai pasok, serta daya saing produk
perkebunan Indonesia di pasar global. Apabila tidak ditangani
secara strategis, kesenjangan teknologi ini akan semakin melebar
antara petani kecil dan pelaku usaha besar, sehingga memperkuat
ketimpangan dalam sektor pertanian.
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Lingkungan hidup

Subsektor perkebunan merupakan salah satu subsektor
yang rentan terhadap dampak perubahan iklim dan kejadian cuaca
ekstrem. Perubahan pola musim, peningkatan suhu, ketidakpastian
curah hujan, serta meningkatnya frekuensi kejadian ekstrem seperti
kekeringan dan banjir berdampak pada penurunan produktivitas,
mutu hasil, dan keberlanjutan usaha perkebunan. Kondisi tersebut
mempengaruhi kinerja komoditas perkebunan strategis. Di sisi lain,
kapasitas adaptif petani kecil masih terbatas, terutama dalam
akses terhadap informasi iklim, pemanfaatan teknologi adaptasi,
serta ketersediaan sistem peringatan dini. Selain berdampak pada
produksi, perubahan iklim juga meningkatkan tekanan global
terhadap tata kelola lingkungan sektor perkebunan, khususnya
terkait emisi gas rumah kaca dan kehilangan cadangan karbon akibat
konversi hutan dan lahan gambut. Penerapan sertifikasi lingkungan
dan praktik pertanian ramah iklim semakin menjadi persyaratan
perdagangan internasional, sehingga menuntut dukungan kebijakan
dan program konkret agar pekebun, terutama perkebunan rakyat,
mampu memenuhi standar keberlanjutan tersebut.

Di sisi lain, degradasi lahan dan hilangnya keanekaragaman
hayati masih menjadi permasalahan serius akibat praktik budidaya
yang tidak berkelanjutan, penggunaan input kimia berlebihan,
pembukaan lahan yang tidak terkendali, dan sistem monokultur
jangka panjang. Konversi hutan untuk pengembangan perkebunan
telah menyebabkan penurunan kualitas tanah, erosi, meningkatnya
risiko bencana, serta hilangnya habitat flora dan fauna. Kondisi ini
mengancam ketahanan ekosistem dan sumber daya genetik tanaman,
sehingga diperlukan pendekatan pengelolaan lanskap berkelanjutan
yang menyeimbangkan produktivitas, konservasi lingkungan, dan
kesejahteraan masyarakat.

Kebijakan dan regulasi

Perdagangan komoditas perkebunan Indonesia menghadapi
dinamika global yang semakin kompleks. Salah satu tantangan
adalah semakin ketatnya regulasi impor dari negara-negara tujuan
perdagangan, baik terkait standar teknis maupun non-teknis.
Regulasi tersebut mencakup persyaratan keamanan pangan, standar
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keberlanjutan, batas residu kimia, sertifikasi lingkungan, ketelusuran
(traceability), hingga persyaratan sosial seperti hak pekerja dan isu
deforestasi. Banyak negara maju memanfaatkan instrumen non-tarif
tersebut sebagai technical barrieruntuk melindungi industri domestik
dan mendorong praktik produksi yang dianggap sesuai dengan nilai-
nilai global terkait kesehatan, lingkungan, dan etika. Bagi komoditas
seperti sawit dan karet, isu lingkungan dan deforestasi menjadi
tantangan besar, sementara komoditas seperti kopi dan kakao
menghadapi standar sustainability serta sertifikasi mutu tertentu.

Selain hambatan standar non-tarif, kebijakan tarif juga masih
digunakan sebagai instrumen proteksi. Kebijakan tarif yang tinggi
di negara tujuan ekspor akan mengakibatkan harga komoditas
perkebunan Indonesia menjadi lebih mahal di negara tujuan sehingga
berpotensi konsumen akan beralih ke produk lain yang lebih murah.
Sebagai contoh dengan kebijakan tarif oleh USA, produk perkebunan
seperti minyak kelapa sawit (palm oil), karet, kopi, dan kakao yang
diekspor ke USA menjadi relatif lebih mahal dibandingkan produk
dari negara lain atau produk domestik USA sendiri seperti minyak
kedelai, minyak canola, minyak bunga matahari, dll.

Selain itu, kebijakan tarif di negara tujuan ekspor masih
menjadi instrumen proteksi yang menurunkan daya saing harga
produk perkebunan Indonesia dibandingkan produk negara lain
atau substitusi domestik negara tujuan. Dinamika kebijakan fiskal
dan moneter, baik domestik maupun global, turut memengaruhi
biaya produksi, investasi, dan daya saing ekspor melalui perubahan
pajak, subsidi, suku bunga, nilai tukar, serta tekanan inflasi yang
meningkatkan biaya usaha dan kerentanan sosial ekonomi pekebun.

Ketidakstabilan geopolitik global, termasuk konflik, ketegangan
perdagangan, dan gangguan logistik internasional, semakin
menambah ketidakpastian perdagangan dan harga komoditas
perkebunan. Kondisi ini meningkatkan risiko usaha, melemahkan
posisi tawar produsen, dan berpotensi menurunkan kinerja ekspor
subsektor perkebunan nasional.
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5. Peningkatan Produktivitas Perkebunan

Produktivitas  subsektor perkebunan nasional masih
menghadapi tantangan mendasar, terutama pada perkebunan
rakyat. Rendahnya produktivitas antara lain disebabkan oleh
belum optimalnya penerapan Good Agricultural Practices (GAP),
Good Handling Practices (GHP), dan Good Manufacturing Practices
(GMP), keterbatasan kapasitas teknis petani, minimnya pelatihan
dan pendampingan, serta lemahnya infrastruktur budidaya dan
pascapanen. Kondisi ini berdampak pada rendahnya hasil, mutu
produk yang tidak konsisten, serta meningkatnya risiko penolakan
ekspor akibat ketidaksesuaian standar mutu dan keamanan pangan.

Selain aspek teknis, tingginya proporsi tanaman tua dan
rusak, penggunaan benih tidak bersertifikat, adanya serangan
OPT, serta rendahnya pemanfaatan sarana produksi bermutu turut
memperburuk kinerja produktivitas. Sistem perbenihan perkebunan
masih menghadapi keterbatasan pasokan, ketidaktepatan waktu
distribusi, dan minimnya investasi infrastruktur perbenihan. Di
sisi lain, keterbatasan lahan, degradasi kualitas lahan, persaingan
pemanfaatan ruang, serta dampak perubahan iklim dan gangguan
usaha perkebunan semakin menekan kapasitas produksi. Kondisi
ini menunjukkan perlunya intervensi terpadu melalui peremajaan
kebun, penguatan sistem perbenihan, peningkatan adopsi teknologi,
serta dukungan kelembagaan dan infrastruktur untuk mendorong
peningkatan produktivitas perkebunan secara berkelanjutan.

Analisis potensi dan permasalahan pada pembahasan diatas
menyajikan hasil analisis lingkungan strategis terhadap lingkungan
eksternal dan internal yang mempengaruhi kinerja dan arah
kebijakan Ditjen Perkebunan dalam kurun waktu 2025-2029. Analisis
dimaksudkan untuk mengidentifikasi potensi dan permasalahan yang
berkembang, serta menjadi dasar dalam merumuskan arah kebijakan
dan strategi pembangunan subsektor perkebunan yang adaptif,
berdaya saing, dan berkelanjutan. Berdasarkan uraian tersebut,
potensi dan permasalahan tersebut dapat dijadikan dikelompokkan
ke dalam beberapa kategori yang masing-masing kategori terdapat
peluang (opportunity) dan tantangan (threat). Pengelompokan
tersebut dapat dilihat dari tabel di bawabh ini:
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Tabel 3. Peluang dan Tantangan berdasarkan Kategori

Kategori

A

=/

Pasar
Permintaan
Global

g

&

Teknologi

Opportunities (O)

Meningkatnya permintaan
global komoditas perkebunan
berbasis pangan, energi
terbarukan, bahan baku
industri dan berkelanjutan

Meningkatnya kesadaran
konsumen terhadap produk
pangan yang aman dan
bermutu serta ramah
lingkungan

Diversifikasi produk bernilai
tambah

Modernisasi rantai distribusi
untuk meningkatkan efisiensi
ketelusuran dan daya saing
produk perkebunan

Inovasi teknologi baru dalam
budidaya/pengolahan hasil
perkebunan

Penerapan teknologi modern:
Integrasi loT, drone, dan
pertanian presisi

Perkembangan Teknologi
Informasi dan Komunikasi
(TIK) untuk pemasaran hasil
perkebunan

Rencana Strategis Direktorat Jenderal Perkebunan
Kementerian Pertanian Republik Indonesia 2025 - 2029

1

2

Threats (T)

Fluktuasi permintaan
komoditas perkebunan akibat
ketidakpastian ekonomi global
dan konflik geopolitik

Penolakan produk ekspor
akibat standar kualitas yang
rendah, residu pestisida, dan
cemaran lainnya

Ketidakstabilan hasil
perkebunan dari sisi kuantitas,
kualitas, dan kontinuitas

Keterbatasan infrastrukturdan
investasi logistik, Tingginya
biaya investasi, kesiapan SDM
dan kelembagaan pelaku
usaha yang belum merata,
ketidakpastiaan regulasi dan
standar dan keamanan sistem
digital

Biaya adopsi teknologi cukup
tinggi

Keterbatasan kemampuan
sumber daya manusia dalam
adopsi teknologi

Keterbatasan sarana
pemasaran digital,
Kesenjangan literasi dan akses
TIK pekebun, Ketatnya standar
pasar digital
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Opportunities (O) Threats (T)

1

€D

Lingkungan 3

4
1
2
3
Kebijakan &
Regulasi

o

Produktivitas

Persyaratan perdagangan
internasional terkait standar
perkebunan berkelanjutan

Teknologi pengelolaan
lingkungan dan konservasi
kesuburan lahan

Potensi sumber energi
terbarukan dari limbah
komoditas perkebunan

Potensi perkebunan regeneratif
(TST)

Program Reforma Agraria

Dukungan pemerintah untuk
komoditas strategis

Penerapan program

energi hijau dunia melalui
pengembangan produk bio
energi

Ketersediaan benih unggul

Peningkatan produktivitas
melalui intensifikasi dan
ekstensifikasi

Dukungan pembiayaan usaha
perkebunan

Mitigasi perubahan iklim
melalui adopsi teknologi
budidaya

1

Standar keberlanjutan
internasional makin ketat,
Resiko penolakan dan ham-
batan non tarif

Degradasi lahan

Biaya pemenuhan regulasi
lingkungan

Keterbatasan kemampuan
sumber daya manusia dalam
pengelolaan lingkungan

Ketatnya regulasi impor
negara tujuan

Kebijakan fiskal dan moneter
yang mendorong inflasi

Tekanan persaingan
internasional, ketatnya
standar keberlanjutan,

kserta resiko alih fungsi
komoditas yang mengganggu
keseimbangan pasokan
pangan dan ekspor

Mayoritas pekebun belum
menerapkan GAP

Tanaman perkebunan

banyak yang sudah tua dan
penggunaan benih asalan oleh
petani

Keterbatasan akses modal

Serangan Organisme
Pengganggu Tumbuhan (OPT)
dan dampak perubahan iklim

1.3 Capaian Direktorat Jenderal Perkebunan
Selama periode tahun 2020-2024, Direktorat Jenderal Perkebunan

telah melaksanakan

berbagai

program dan

kegiatan mendukung

ketercapaian sasaran pembangunan nasional yang tertuang dalam

Renstra Kementerian Pertanian Tahun 2020-2024. Sepanjang periode
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pelaporan, Direktorat Jenderal Perkebunan telah menunjukkan berbagai
capaian positif dalam pelaksanaan program prioritas. Hal ini tercermin dari
pencapaian indikator kinerja utama yang secara umum menunjukkan tren
yang progresif, meskipun di beberapa aspek masih menghadapi tantangan
struktural dan operasional. Evaluasi atas capaian indikator ini juga menjadi
dasar dalam merumuskan strategi perbaikan dan penyesuaian kebijakan
ke depan.

Sub bab ini menyajikan uraian capaian Direktorat Jenderal
Perkebunan berdasarkan masing-masing indikator kinerja yang telah
ditetapkan, baik dari aspek kuantitatif maupun kualitatif. Penyajian ini
bertujuan untuk memberikan gambaran menyeluruh terhadap hasil kerja
Direktorat Jenderal Perkebunan serta mengidentifikasi area yang perlu
mendapatkan perhatian lebih dalam perencanaan strategis berikutnya.
Berikut adalah capaian Indikator Kinerja Program (IKP) Direktorat Jenderal
Perkebunan dalam kurun waktu 2020-2024.

1. Indikator Kinerja Program (IKP) : Tingkat Kemanfaatan Sarana Pasca
Panen dan Pengolahan Hasil Perkebunan

93,12
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Sumber: Laporan Kinerja (LAKIN) Direktorat Jenderal Perkebunan 2020-2024

Gambar 8. Capaian Kinerja Tingkat Kemanfaatan Sarana Pasca
Panen dan Pengolahan Hasil Perkebunan Tahun 2020-

2024
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Indikator kinerja ini digunakan untuk mengukur efektivitas
pemanfaatan sarana pascapanen dan pengolahan hasil perkebunan
yang difasilitasi pemerintah kepada pelaku usaha dan kelembagaan
perkebunan. Indikator ini mencerminkan tingkat keberhasilan program
dalam meningkatkan nilai tambah, efisiensi usaha, serta keberlanjutan
pemanfaatan sarana yang telah diberikan.

Berdasarkan gambar 8 hasil pengukuran kinerja, realisasi pada
periode tahun 2020-2022 menunjukkan kinerja yang sangat baik dan
relatif stabil. Pada tahun 2020, realisasi mencapai 92,59% dengan target
sebesar 80,00%; tahun 2021 realisasi sebesar 91,11% dengan target 80,50%;
dan tahun 2022 meningkat menjadi 93,12% dengan target 81,00%. Capaian
tersebut mengindikasikan bahwa sarana pascapanen dan pengolahan
hasil perkebunan yang disalurkan telah dimanfaatkan secara optimal oleh
kelompok tani penerima manfaat.

Pada tahun 2023, realisasi indikator tercatat sebesar 85,10% dengan
target 81,50%. Meskipun masih melampauitarget, terjadi penurunan capaian
dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Penurunan ini dipengaruhi
oleh berbagai kendala operasional di lapangan, baik dari aspek teknis,
kelembagaan, maupun dinamika kondisi usaha. Namun demikian, indikator
tetap menunjukkan kinerja positif karena realisasi masih berada di atas
target yang ditetapkan.

Pada tahun 2024, kinerja kembali menunjukkan peningkatan yang
signifikan. Dengan target sebesar 85,00%, realisasi mencapai 91,48% atau
setara dengan capaian sebesar107,62% terhadap target tahunan. Selain itu,
realisasi tahun 2024 telah melampaui target akhir Renstra sebesar 82,00%,
dengan capaian mencapai 111,56%. Capaian ini menunjukkan bahwa tingkat
kemanfaatan sarana pascapanen dan pengolahan hasil perkebunan telah
melampaui sasaran strategis yang direncanakan meskipun periode Renstra
belum sepenuhnya berakhir.

Faktor keberhasilan capaian kinerja ini meliputi (i) mekanisme
penyaluran bantuan telah dilakukan secara lebih transparan dan tepat
sasaran melalui pengajuan proposal oleh kelompok tani kepada pemerintah
provinsi/kabupaten secara elektronik (e-proposal), (ii) koordinasi yang baik

Rencana Strategis Direktorat Jenderal Perkebunan
Kementerian Pertanian Republik Indonesia 2025 - 2029 =



BAB |
PENDAHULUAN

dan terencana antara satuan kerja pusat, provinsi, dan kabupaten dalam
seluruh tahapan kegiatan, mulai dari proses verifikasi CPCL, pengadaan,
hingga penyaluran sarana pascapanen dan pengolahan hasil perkebunan
dan (iii) terdapat komitmen serta keinginan yang kuat dari kelompok tani
penerima manfaat untuk meningkatkan mutu hasil produk perkebunan

yang diolah.
2. Indikator Kinerja Program (IKP) : Pertumbuhan Nilai Ekspor Komoditas
Perkebunan
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Sumber: Laporan Kinerja (LAKIN) Direktorat Jenderal Perkebunan 2020-2024

Gambar 9. Capaian Kinerja Pertumbuhan Nilai Ekspor Komoditas
Perkebunan 2020-2024

Indikator pertumbuhan nilai ekspor komoditas perkebunan digunakan
untuk mengukur peningkatan kinerja subsektor perkebunan dalam
mendukung ekspor nasional serta memberikan kontribusi terhadap devisa
negara. Nilai ekspor komoditas perkebunan menjadi salah satu tolok ukur
penting keberhasilan pembangunan perkebunan, baik dari sisi produksi,
pengolahan, maupun hilirisasi produk.

Berdasarkan data capaian pada periode tahun 2020-2023,
pertumbuhan nilai ekspor komoditas perkebunan menunjukkan fluktuasi
yang cukup tinggi. Pada tahun 2020, realisasi pertumbuhan nilai ekspor
tercatat sebesar 11,63%, diikuti peningkatan signifikan pada tahun
2021 sebesar 43,47% sebagai dampak pemulihan ekonomi global dan
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peningkatan permintaan terhadap produk unggulan seperti kelapa sawit,
karet, dan kopi. Namun demikian, pada tahun 2022, pertumbuhan ekspor
mulai melambat menjadi2,57%, dan selanjutnya mengalamikontraksi cukup
tajam pada tahun 2023 sebesar -19,47% yang disebabkan oleh penurunan
harga komoditas dunia serta melemahnya permintaan pasar ekspor utama.

Pada tahun 2024, target pertumbuhan nilai ekspor komoditas
perkebunan ditetapkan sebesar 2,10%, namun realisasi yang dicapai
hanya -0,76% sehingga capaian terhadap target tahun 2024 menunjukkan
penurunan sebesar -36,19%. Dengan demikian, capaian tahun 2024
terhadap target akhir Renstra 2020-2024 juga tercatat sebesar -36,19%
dari target yang ditetapkan sebesar 2,10%.

Kinerja yang belum mencapai target tersebut dipengaruhi oleh
beberapa faktor eksternal, antara lain fluktuasi harga komoditas di pasar
global, kebijakan proteksionisme di negara tujuan ekspor, dan penurunan
permintaan terhadap beberapa produk unggulan seperti kelapa sawit, karet,
dan kakao. Di sisi lain, faktor internal seperti keterbatasan infrastruktur
pendukung hilirisasi, masih rendahnya diversifikasi produk olahan, serta
terbatasnya penetrasi pasar ekspor nontradisional turut memberikan
dampak terhadap capaian indikator ini.

Berdasarkan faktor-faktor penyebab tersebut, diperlukan langkah
kebijakan yang komprehensif dan terintegrasi yakni (i) penguatan tata
kelola dan koordinasi kebijakan, (ii) reformasi regulasi dan fasilitasi
perdagangan, (iii) diversifikasi dan ekspansi pasar ekspor, (iv) diplomasi
ekonomi dan promosi terpadu, (v) peningkatan daya saing dan hilirisasi,
(vi) penguatan sdm dan kelembagaan, (vii) pengembangan intelijen pasar
dan stabilitas produksi, dan (viii) peran aktif di forum internasional.

3. Indikator Kinerja Program (IKP) : Rasio Serangan OPTyang Ditangani

terhadap Luas Serangan OPT Tanaman Perkebunan

Berdasarkan hasil pengukuran indikator kinerja ini capaian kinerja
selama periode pelaksanaan Rencana Strategis tahun 2020-2024
menunjukkan hasilyangsangatbaik.Sepanjangtahun2020-2024, indikator
ini memperlihatkan tren peningkatan yang positif dan berkelanjutan,
mencerminkan semakin efektifnya pelaksanaan kebijakan perlindungan
perkebunan di tingkat pusat dan daerah.
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Gambar 10. Capaian Kinerja Rasio serangan OPT yang Ditangani
terhadap luas serangan OPT tanaman perkebunan 2020-
2024

Pada periode 2020-2023, rasio serangan OPT yang ditangani
menunjukkan tren peningkatan yang konsisten. Pada tahun 2020, capaian
rasio tercatat sebesar 35,57%, kemudian meningkat menjadi 44,96% pada
tahun 2021. Peningkatan yang lebih signifikan terjadi pada tahun 2022
dengan capaian 58,09%, dan tetap berada pada tingkat tinggi pada
tahun 2023 sebesar 58,25%. Tren ini mencerminkan semakin meningkatnya
efektivitas upaya pengendalian OPT tanaman perkebunan yang dilakukan
secaraberkelanjutan oleh pemerintah pusat dan daerah bersama pemangku
kepentingan lainnya.

Pada tahun 2024, target indikator ditetapkan sebesar 45%, dengan
realisasi capaian sebesar 4765%. Dengan demikian, tingkat capaian
kinerja mencapai 105,89% dari target yang direncanakan. Capaian tersebut
sekaligus telah melampaui target akhir Rencana Strategis yang juga
ditetapkan sebesar 45% sehingga dapat disimpulkan bahwa sasaran
strategis pengendalian serangan OPT tanaman perkebunan telah tercapai,
bahkan melebihi ekspektasi.
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Capaian ini didukung oleh konsistensi pelaporan luas serangan dan
pengendalian OPT oleh daerah, pelaksanaan pemantauan dan evaluasi
secara berkala, serta koordinasi yang efektif antara pemerintah pusat dan
pemerintah daerah. Selain itu, pembinaan teknis kepada satuan kerja daerah
dan sosialisasi kepada petani turut berkontribusi dalam meningkatkan
partisipasi dan efektivitas pengendalian OPT di lapangan.

Pelaksanaan kegiatan ini masih dihadapkan pada sejumlah
kendala, antara lain keterbatasan sumber daya manusia teknis di daerah
(pengamat hama, pemandu lapang, dan petugas laboratorium), kesadaran
petani dalam melakukan pengendalian OPT secara mandiri masih relatif
rendah, keterlambatan pelaporan realisasi kegiatan, serta dinamika
penganggaran berupa pemfokusan ulang (refocusing) dan revisi anggaran
yang memengaruhi optimalisasi pelaksanaan kegiatan. Kendala tersebut
berdampak pada variasi capaian kinerja antarwilayah dan antarperiode
pelaporan.

4. Indikator Kinerja Program (IKP) : Rasio Luas Area yang Ditangani
Dibandingkan Area Terkena DPI
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Gambar 11. Capaian Kinerja Rasio Luas Area yang Ditangani
Dibandingkan Area Terkena DPI 2020-2024

Rencana Strategis Direktorat Jenderal Perkebunan
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Berdasarkan grafik perkembangan indikator terlihat bahwa target
kinerja ditetapkan relatif stabil sebesar 40% sepanjang periode 2020-
2024. Kebijakan penetapan target yang konstan ini mencerminkan kehati-
hatian dalam perencanaan, dengan mempertimbangkan dinamika luas
serangan DPI, keterbatasan sumber daya, serta kapasitas pelaksanaan di
lapangan.

Pada tahun 2020, realisasi kinerja mencapai 39,44%, sedikit di bawah
target. Kondisi ini dipengaruhi oleh keterbatasan intensitas penanganan
dan penyesuaian awal terhadap pola penyebaran DPI di sejumlah wilayah
sentra. Namun demikian, capaian tersebut menjadi fondasi penting bagi
penguatan strategi di tahun berikutnya.

Memasuki tahun 2021, realisasi meningkat menjadi 40,00%, setara
dengantarget. Capaianinimenunjukkan mulai efektifnyalangkah perbaikan,
antara lain melalui peningkatan koordinasi pusat dan daerah, penajaman
lokasi prioritas penanganan, serta perbaikan mekanisme pelaporan dan
pengendalian kegiatan.

Pada tahun 2022, kinerja kembali mengalami peningkatan dengan
realisasi sebesar 40,06%, atau melampaui target sebesar 0,06 poin
persentase. Meskipun peningkatannya relatif kecil, capaian ini menegaskan
konsistensi pelaksanaan penanganan DPI dan stabilitas kinerja program di
tengah fluktuasi luas serangan.

Peningkatan paling signifikan terjadi pada tahun 2023, di mana
realisasi melonjak menjadi 42,01%, atau 105,03% terhadap target.
Kenaikan sebesar 1,95 poin persentase dibandingkan dengan tahun
2022 mencerminkan dampak positif dari penguatan intervensi lapangan,
optimalisasi dukungan anggaran, serta semakin tepatnya penetapan lokasi
sasaran penanganan DPI.

Tren positif tersebut berlanjut pada tahun 2024, dengan realisasi
mencapai 42,10%, lebih tinggi 2,10 poin persentase dibandingkan target
40%, atau setara dengan tingkat capaian 105,25%. Capaian ini tidak hanya
menunjukkan keberhasilan pelaksanaan kegiatan tahun berjalan, tetapi
juga menegaskan bahwa target akhir Renstra sebesar 40% telah terlampaui
secara berkelanjutan.

Rencana Strategis Direktorat Jenderal Perkebunan
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5. Indikator Kinerja Program (IKP) : Nilai PMPRB Direktorat Jenderal
Perkebunan
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Gambar 12. Capaian Kinerja Nilai PMPRB Direktorat Jenderal
Perkebunan 2020-2023

Indikator kinerja ini digunakan untuk mengukur persentase capaian
nilai Reformasi Birokrasi (RB) yang menjadi tanggung jawab Direktorat
Jenderal Perkebunan. Indikator ini mencerminkan tingkat keberhasilan
Ditjen. Perkebunan dalam melaksanakan agenda Reformasi Birokrasi secara
konsisten dan berkelanjutan guna mewujudkan tata kelola pemerintahan
yang efektif, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan publik.

Berdasarkan data pendukung hasil penilaian Reformasi Birokrasi
periode Tahun 2020-2023, terlihat adanya tren peningkatan nilai RB
yang stabil dari tahun ke tahun. Pada Tahun 2020, realisasi nilai Reformasi
Birokrasi berada pada angka 32,58. Nilai ini meningkat pada Tahun 2021
menjadi 33,51, kemudian kembali mengalami kenaikan pada Tahun 2022
dengan realisasi mencapai 35, melampaui target yang ditetapkan sebesar
32,72. Kondisi tersebut berlanjut pada Tahun 2023, di mana realisasi nilai
Reformasi Birokrasi tetap berada pada angka 35, lebih tinggi dibandingkan
target sebesar 32,75.

Rencana Strategis Direktorat Jenderal Perkebunan
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Tren positif capaian Reformasi Birokrasi pada periode 2020-2023
tersebut menjadi landasan yang kuat dalam penetapan target dan
pengukuran kinerja IK 3-1 pada Tahun 2024. Dengan mempertimbangkan
capaian historis tersebut, Ditjen. Perkebunan menetapkan target
persentase capaian nilai Reformasi Birokrasi Tahun 2024 sebesar 76,91%.
Adapun realisasi yang berhasil dicapai adalah 74,77%, sehingga tingkat
capaian indikator mencapai 97,22% dari target yang ditetapkan.

Pada tahun 2024 terdapat perubahan pada indikator ini karena
regulasi untuk pengukuran sudah diperbarui dengan metode yang baru,
sehingga metode pengukuran yang lama sudah tidak digunakan. Indikator
Nilai PMPRB Direktorat Jenderal Perkebunan diubah menjadi persentase
Capaian Nilai Reformasi Birokrasi yang menjadi Tanggung Jawab Ditjen
Perkebunan. Target persentase capaian nilai Reformasi Birokrasi Tahun
2024 sebesar 76,91%. Realisasi yang berhasil dicapai adalah 74,77%,
sehingga tingkat capaian indikator mencapai 9722% dari target yang
ditetapkan. Pelaksanaan reformasi birokrasi lingkup Ditjen. Perkebunan
saat ini berfokus pada pelaksanaan 8 kegiatan utama (RB General)
yang efektif dalam mencapai tujuan dan sasaran strategis RB meliputi
tingkat maturitas sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP), nilai
sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP), indikator kinerja
pelaksanaan anggaran (IKPA), capaian indikator kinerja utama (IKU), tindak
lanjut rekomendasi audit, indeks berAKHLAK, survei penilaian integritas
KPK, survei kepuasan masyarakat. Capaian tersebut menunjukkan bahwa
pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Ditjen. Perkebunan telah
berjalan dengan cukup optimal dan konsisten, meskipun masih terdapat
ruang perbaikan untuk mencapai target secara penuh.

Rencana Strategis Direktorat Jenderal Perkebunan
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6. Indikator Kinerja Program (IKP) : Nilai Kinerja Anggaran
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Gambar 13. Capaian Kinerja Nilai Kinerja Anggaran 2020-2023

Pada tahun 2020, realisasi kinerja anggaran tercatat sebesar 73,09,
masih berada di bawah target. Kondisi ini mencerminkan adanya tantangan
awal dalam pelaksanaan anggaran, yang dapat dipengaruhi oleh faktor
penyesuaian kebijakan, kapasitas pelaksanaan, maupun kondisi eksternal
yang berdampak pada efektivitas penyerapan dan kualitas belanja.

Realisasi kinerja anggaran tahun 2021 meningkat menjadi 79,97
Peningkatan ini menunjukkan adanya perbaikan dalam proses perencanaan
dan pelaksanaan anggaran, meskipun capaian tersebut masih belum
memenuhi target yang telah ditetapkan.

Kinerja anggaran menunjukkan lonjakan yang lebih kuat pada tahun
2022, dengan realisasi mencapai 91,04, melampaui target sebesar 85.
Capaian ini mencerminkan semakin efektifnya pengelolaan anggaran,
peningkatan kepatuhan terhadap ketentuan penganggaran, serta
optimalisasi pelaksanaan kegiatan yang berdampak langsung pada
kualitas belanja.

Pada tahun 2023, realisasi kinerja anggaran tetap berada pada
level yang sangat baik, yakni 90,75, dan kembali melampaui target.
Konsistensi capaian di atas target ini menunjukkan bahwa perbaikan tata
kelola anggaran yang telah dilakukan pada tahun sebelumnya dapat
dipertahankan secara berkelanjutan.

Rencana Strategis Direktorat Jenderal Perkebunan
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Tahun 2024, terjadi perubahan pengukuran indikator yang
sebelumnya menggunakan Nilai Kinerja Anggaran (NKA) menjadi Indikator
Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA). Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan
Anggaran (IKPA) adalah indikator yang ditetapkan oleh Kementerian
Keuangan selaku BUN untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan
anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga dari sisi kesesuaian
terhadap perencanaan, efektivitas pelaksanaan anggaran, efisiensi
pelaksanaan anggaran, dan kepatuhan terhadap regulasi sebagaimana
mengacu pada Peratuan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang
Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan
Pelaporan dan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-5/
PB/2024 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan
Anggaran Belanja Kementerian Negara/Lembaga.

Indikator kinerja Pelaksanaan Anggaran mengukur kualitas kinerja
pelaksanaan anggaran secara kuantitatif, yang dapat terwakili oleh
aspek pelaksanaan anggaran meliputi aspek kualitas perencanaan, aspek
kualitas pelaksanaan dan aspek kualitas hasil. Berdasarkan evaluasi
kinerja perencanaan dan pelaksanaan anggaran, tercatat capaian
keseluruhan yang sangat baik. Nilai Akhir diperoleh sebesar 89,72. Angka
ini merepresentasikan tata kelola anggaran yang tidak hanya efektif dan
akuntabel, tetapi juga patuh pada prinsip pengelolaan keuangan negara.

Rencana Strategis Direktorat Jenderal Perkebunan
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-¥.-\-3 VISI MISI DAN TUJUAN
Il DIREKTORAT JENDERAL PERKEBUNAN

2.1 Visi Direktorat Jenderal Perkebunan
Setiap organisasi membutuhkan Visi sebagai tujuan akhir yang
ingin diwujudkan di akhir periode perencanaan. Organisasi yang baik dan
terarah adalah organisasi yang memiliki visi yang jelas serta perencanaan
yang komprehensif. Visi harus mendukung pencapaian Visi dan Misi
Presiden yang tertuang di dalam RPJMN, sehingga pernyataan Visi K/L
harus mencantumkan Visi Presiden sebagai tujuan bersama. Visi Presiden
Republik Indonesia Tahun 2025-2029 adalah:

'{} . o
Bersama Indonesia Maju,

Menuju Indonesia Emas 2045”

Dalam mewujudkan Visi Presiden, maka Kementerian Pertanian telah
menetapkan Visi Kementerian Pertanian tahun 2025-2029, yaitu:

“Pertanian Maju Berkelanjutan

serta Bermanfaat bagi Rakyat
~C Indonesia dalam Rangka

Mewujudkan Indonesia Maju
Menuju Indonesia Emas 2045

14

Secara umum, Visi Kementerian Pertanian tahun 2025-2029
ini bermakna bahwa pembangunan pertanian dilanjutkan dengan
serangkaian upaya strategis dalam mewujudkan pertanian yang maju

Rencana Strategis Direktorat Jenderal Perkebunan
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sesuai perkembangan zaman. Selain itu, pembangunan pertanian juga
harus dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi seluruh Rakyat
Indonesia, sehingga dapat mewujudkan Visi Presiden dalam mewujudkan
Indonesia Emas tahun 2045.

Direktorat Jenderal Perkebunan (Ditjen. Perkebunan) sebagai salah
satu Unit Kerja Eselon | di lingkungan Kementerian Pertanian memiliki
Visi yang selaras dalam mewujudkan Visi Kementerian Pertanian guna
mewujudkan Visi Pembangunan Nasional yang tertuang dalam Peraturan
Presiden Nomor 12 tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Nasional tahun 2025-20209. Visi Ditjen. Perkebunan tahun 2025-
2029 adalah:

"Perkebunan Bernilai Tambabh,

Direktorat Jenderal Berdaya Saing, Berkelanjutan

Perkebunan

. «Berkelanjutan - Unggul - Nuraga

dan Bermanfaat bagi Rakyat
Indonesia"

Visi Ditjen. Perkebunan ini mengandung beberapa kata kunci yang
dapat diuraikan sebagai berikut:

e  Perkebunan bernilai tambah
Kata kunci“Perkebunan Bernilai Tambah” bermakna bahwa produk hasil
perkebunan berbasis hilirisasi sehingga bisa memberikan nilai tambah
bagi pekebun, dalam hal ini adalah harga jual yang lebih tinggi. Pola
pikir hilirisasi ini harus dapat dibangun dari on farm, sehingga kualitas
produksi yang dihasilkan dapat dijaga secara konsisten.

e Perkebunan berdaya saing
Kata kunci “Perkebunan Berdaya Saing” bermakna bahwa produk
hasil perkebunan dalam negeri dapat bersaing dan menjadi pilihan
konsumen, baik di dalam maupun di luar negeri.

e Perkebunan Berkelanjutan
Kata kunci “Perkebunan Berkelanjutan” bermakna bahwa pengelolaan
sumber daya alam hayati dalam memproduksi komoditas perkebunan

Rencana Strategis Direktorat Jenderal Perkebunan
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guna memenuhi kebutuhan manusia dilakukan secara lebih baik, ramah
lingkungan, dan berkesinambungan dengan menjaga kelestarian
lingkungan hidup sesuai amanat Bab |, Pasal 1, angka 1 UU nomor
22 tahun 2019 tentang Sistem Budidaya Pertanian Berkelanjutan.
Selain itu, “Berkelanjutan” juga mengandung makna bahwa sumber
daya perkebunan yang dimiliki saat ini harus dapat dinikmati sampai
generasi berikutnya.

e Perkebunan yang Bermanfaat bagi Rakyat Indonesia

Perkebunan yang Bermanfaat bagi Rakyat Indonesia bermakna bahwa

pembangunan perkebunan juga harus dapat memberikan manfaat

yang sebesar-besarnya bagi kepentingan rakyat, dimana melalui
pembangunan perkebunan tersebut, maka rakyat akan mendapatkan
manfaat, diantaranya adalah:

1. Komoditas perkebunan yang dihasilkan dapat memenuhi
kebutuhan pangan asal perkebunan dalam negeri. Sehingga rakyat
dapat menikmati hasil produksi dalam negeri dalam memenuhi
kebutuhan sehari-hari.

2. Komoditas perkebunanjugabermanfaatuntuk menjadibahanbaku
industri dan bio energi, sehingga dapat mendukung pertumbuhan
industri dalam negeri serta mendukung terwujudnya ketahanan
energi.

3. Produk hasil perkebunan dapat berkontribusi dalam meningkatkan
ekspor, sehingga berkontribusi dalam peningkatan Produk
Domestik Bruto (PDB).

4. Budidaya, hilirisasi dan pemasaran komoditas perkebunan harus
dapat meningkatkan kesejahteraan pekebun, sehingga dapat
meningkatkan taraf hidup pekebun menjadi lebih baik.

2.2 Misi Direktorat Jenderal Perkebunan
Dalam mewujudkan Visi Direktorat Jenderal Perkebunan yang selaras
dengan Visi Kementerian Pertanian tahun 2025-2029 serta memastikan
kontribusi dalam pelaksanaan Misi Presiden yang dituangkan dalam
Delapan Asta Cita. Delapan Asta Cita, yaitu:
1. Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia
(HAM).

Rencana Strategis Direktorat Jenderal Perkebunan
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Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong
kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi
syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.

Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan
kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan
industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra
produksi melalui peran aktif koperasi

Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains,
teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan
gender, serta penguatan peran perempuan. pemuda (generasi milenial
dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.

Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber
daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
Membangun dari desa dan dari bawah untuk penumbuhan ekonomi,
pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan.

Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat
pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan
penyelundupan.

Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan
lingkungan. alam dan budaya, sena peningkatan toleranst antarumat
beragama untuk mencapar masyarakat yang adil dan makmur.

Misi Kementerian Pertanian tahun 2025-2029 adalah:

1.

[GIF NN

Meningkatkan kesejahteraan petani.

Mendorong kemandirian pangan asal pertanian.

Meningkatkan nilai manfaat produk pertanian bagi rakyat Indonesia.
Mencegah dan menangani penularan penyakit hewan kepada manusia.
Meningkatkan penajaman reformasi birokrasi Kementerian Pertanian
yang berdampak langsung kepada masyarakat.

Dalam mewujudkan Misi Kementerian Pertanian tahun 2025-2029

tersebut, maka Misi Ditjen. Perkebunan Kementerian Pertanian
tahun 2025-2029 adalah:

Rencana Strategis Direktorat Jenderal Perkebunan
Kementerian Pertanian Republik Indonesia 2025 - 2029



A N

BAB Il
VISI MISI DAN TUJUAN
DIREKTORAT JENDERAL PERKEBUNAN

1. Meningkatkan Produksi Komoditas Perkebunan Berkelanjutan dalam

Memenuhi Kebutuhan Pangan Nasional dan Mengantisipasi Dampak
Krisis Pangan Dunia.
Misi ini menekankan pada peningkatan produksi komoditas perkebunan
strategis dengan menerapkan sistem budidaya pertanian berkelanjutan
dalam memenuhi kebutuhan pangan asal perkebunan nasional. Selain
itu, peningkatan produksi secara berkelanjutan diharapkan juga dapat
mengantisipasi dampak krisis pangan dunia di masa yang akan datang.
Pemerintah optimis komoditas perkebunan dapat menjadi salah satu
andalan dalam pemenuhan kebutuhan konsumsi pangan nasional,
sehingga harga pangan asal perkebunan diharapkan dapat lebih stabil
sehingga dapat mendukung dalam mewujudkan stabilitas ekonomi
nasional.

2. Meningkatkan Nilai Tambah dan Daya Saing Produk Hasil Perkebunan
Berbasis Hilirisasi.
Misi ini menitikberatkan kepada peningkatan nilai tambah maupun
daya saing produk hasil perkebunan melalui hilirisasi pertanian asal
perkebunan yang dilakukan secara konsisten dan berkesinambungan.
Pembinaan maupun pemberdayaan akan dilakukan dalam
membangun kesadaran pekebun dan pelaku usaha perkebunan untuk
lebih memprioritaskan menjual end product daripada produk dasar,
sehingga hilirisasi dapat terwujud dan produk perkebunan tersebut
memiliki nilai tambah dibanding sebelumnya. Selain itu, penjaminan
mutu dan keamanan produk komoditas perkebunan juga menjadi
bagian dari upaya strategis yang harus dilakukan dalam menumbuhkan
kepercayaan konsumen kepada produk pertanian nasional, baik untuk
pasar domestik maupun pasar internasional.

Komoditas perkebunan tidak hanya bermanfaat dalam memenuhi
kebutuhan pangan nasional saja, namun juga memenuhi kebutuhan
non pangan, dimana yang menjadi prioritas adalah pemenuhan
kebutuhan bahan baku industri serta bahan baku bioenergi. Beberapa
industri di dalam negeri sangat bergantung pada beberapa komoditas
perkebunan, misalnya industri ban nasional yang bergantung
pada produksi tanaman karet, industri olahan minyak nabati yang
bergantung pada produksi tanaman kelapa sawit, dan lain sebagainya.
Sehingga, ketersediaan bahan baku industri dari hasil perkebunan
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dalam negeri akan menciptakan stabilitas harga bahan baku di industri
sehingga diharapkan dapat menjaga stabilitas harga konsumen dan
dapat mengendalikan inflasi. Selain itu, dalam memenuhi kebutuhan
Energi Baru dan Terbarukan (EBT), khususnya bioenergi, maka
dibutuhkan bahan baku bioenergi dari komoditas perkebunan seperti
kelapa sawit dan tebu. Ketersediaan bahan baku bioenergi ini secara
langsung berdampak terhadap terwujudnya bioenergi sehingga dapat
berkontribusi dalam mewujudkan ketahanan energi nasional. Untuk
itu, produksi komoditas pertanian non pangan strategis menjadi salah
satu faktor kritis dalam pembangunan nasional.

3. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan Ditjen. Perkebunan yang Baik
(Good and Clean Government).
Organisasi yang baik adalah organisasi dengan tata kelola yang baik,
terstandar secara nasional dan konsisten dalam pelaksanaannya.
Pemerintah Republik Indonesia telah menetapkan standar tata kelola
pemerintah dalam suatu kerangka Reformasi Birokrasi Nasional (RBN)
yang pelaksanaannya meliputi level Makro (nasional), Meso (lintas K/L)
maupun mikro (K/L). Misi ini menekankan kontribusi Ditjen. Perkebunan
dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi (RB) di level Mikro, yaitu RB
Kementerian Pertanian. Selain itu, misi ini juga menekankan pada
pelaksanaan dukungan manajemen lainnya yaitu layanan internal
dalam mendukung pelaksanaan tugas seluruh unit kerja di lingkungan
Direktorat Jenderal Perkebunan.

2.3 Tujuan Direktorat Jenderal Perkebunan

Tujuan merupakan visi yang dipersempit yang menggambarkan
kondisi yang ingin dicapai dalam mewujudkan visi serta melaksanakan
misi. Tujuan dipetakan berdasarkan Misi dalam mewujudkan Visi tahun
2025-2029. Sama halnya dengan Misi, maka Tujuan Direktorat Jenderal
merupakan bagian dari Tujuan Kementerian Pertanian, sehingga perlu
dipastikan keselarasan strategis diantara keduanya. Tujuan Kementerian
Pertanian tahun 2025-2029 sebagai berikut:

1. Tujuan 1: Meningkatnya kesejahteraan petani.
2. Tujuan 2: Terwujudnya kemandirian pangan berkelanjutan berdasarkan

prioritas.
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3. Tujuan 3: Meningkatnya nilai tambah dan daya saing produk pertanian
bagi rakyat.

4. Tujuan 4: Meningkatnya kesehatan masyarakat dari akibat dan dampak
penyakit hewan serta penyakit bawaan pangan.

5. Tujuan 5: Terwujudnya pelaksanaan reformasi birokrasi Kementerian
Pertanian yang transparan akuntabel dan professional.

Berdasarkan tujuan Kementerian Pertanian tahun 2025-2029
tersebut, maka tujuan Ditjen. Perkebunan tahun 2025-2029 sesuai tugas
dan fungsi Ditjen. Perkebunan adalah:

1. Tujuan 1: Terpenuhinya Kebutuhan Pangan Asal Perkebunan dari
Produksi Dalam Negeri
Tujuan 1 Ditjen. Perkebunan ini merupakan lingkup dipersempit dari
Tujuan 2 Kementerian Pertanian, yaitu “Terwujudnya Kemandirian
Pangan Berkelanjutan Berdasarkan Prioritas”. Swasembada pangan
asal perkebunan tentunya akan berdampak terhadap terwujudnya
swasembada pangan nasional sehingga mampu menciptakan
kemandirian pangan nasional. Tujuan 1 ini memiliki 1 (satu) Indikator
Tujuan (IT), yaitu:
e IT1: Persentase Komoditas Perkebunan yang Mencapai

Swasembada terhadap Komoditas Prioritas

2. Tujuan 2: Meningkatnya Nilai Tambah dan Daya Saing Komoditas
Perkebunan
Tujuan 2 Ditjen. Perkebunan ini merupakan bagian dari Tujuan 3
Kementerian Pertanian, yaitu “Meningkatnya Nilai Tambah dan Daya
Saing Produk Pertanian bagi Rakyat.” Pembangunan subsektor
perkebunan dalam mendukung transformasi ekonomi, melalui
peningkatan nilai tambah dan penguatan daya saing komoditas
perkebunan secara berkelanjutan. Tujuan ini memiliki 1 (satu) Indikator
Tujuan (IT), yaitu:
e |IT 2:Pertumbuhan PDB Perkebunan
e |IT 3: Persentase Peningkatan Produksi Komoditas Pertanian

Perkebunan untuk Bahan Baku Bio Energi

Rencana Strategis Direktorat Jenderal Perkebunan
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3. Tujuan 3: Terwujudnya Tata Kelola Birokrasi Ditjen. Perkebunan yang
Transparan, Akuntabel dan Profesional
Tujuan 3 Ditjen. Perkebunan ini merupakan bagian dari Tujuan 5
Kementerian Pertanian, yaitu terwujudnya pelaksanaan reformasi
birokrasi Kementerian Pertanian yang transparan, akuntabel dan
profesional. Tujuan ini merepresentasikan pelaksanaan RB Ditjen.
Perkebunan serta dukungan manajemen internal. Tujuan ini memiliki 1
(satu) Indikator Tujuan (IT), yaitu:
e |T.3: Persentase peningkatan nilai tata kelola birokrasi Ditjen.

Perkebunan

2.4 Sasaran Program Direktorat Jenderal Perkebunan

Sasaran Program (SP) Ditjen. Perkebunan merupakan penjabaran
operasionaldariSasaran Strategis (SS) Kementerian Pertanian sebagaimana
tertuang dalam Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Pertanian Tahun
2025-2029.Sasaranprograminiditetapkansebagaibentuk kontribusinyata
subsektor perkebunan dalam mendukung pencapaian tujuan pembangunan
nasional. Penetapan sasaran ini dirumuskan secara terukur, selaras dengan
sasaran pembangunan pertanian nasional, serta mendukung pencapaian
Prioritas Nasional. Pelaksanaan program perkebunan dilaksanakan secara
terukur, akuntabel, dan berorientasi hasil (outcome), sehingga memberikan
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dampak nyata bagi pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja,
dan pembangunan pertanian berkelanjutan, khususnya pada subsektor
perkebunan. Berikut SS Kementerian Pertanian:

Tabel 4. Sasaran Strategis Kementerian Pertanian Tahun 2025-2029

IKSS (Indikator

Sasaran ..
Kinerja Sasaran

Target
2027

Target
2028

Target
2029

Strategis

SSi
Meningkatnya
pendapatan
petani

SS.2
Terwujudnya
Swasembada
pangan asal
pertanian
berkelanjutan

SS 3.
Meningkatnya
pangsa pasar
(market share)
produk ekspor
pertanian

SS 4.
Meningkatnya
hilirisasi
komoditas
pertanian
unggulan

SS 5.
Terpenuhinya
kebutuhan
bahan baku
bio energi
dari sektor
pertanian

Strategis)

IKSS 1.1 Nilai Tukar

Usaha Pertanian /

NTUP (nilai)

IKSS 1.2
Pertumbuhan
nilai tambah

per tenaga kerja

sektor pertanian

(%)

IKSS 21
persentase
komoditas
pertanian yang
mencapai
swasembada
terhadap
komoditas

pertanian prioritas

(%)

IKSS 3.1 Market
share produk

ekspor pertanian

(%)

IKSS 4.1 Indeks
Hilirisasi
komoditas
pertanian
unggulan (Nilai
Indeks)

IKSS 51
persentase
pemenuhan

123,64 125,02 126,42 127,84
35 3,8 4 3,6
68,09 68,09 68,09 70,21
2,65 2,70 2,75 2,80
0,23 0,41 0,66 0,84
90 92 92 93

kebutuhan bahan

baku bio energi
(%)
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Sasaran
Strategis

SS 6.
Menurunnya
kasus penularan
penyakit hewan
dan penyakit
bawaan produk
hewan yang
berdampak
kepada
manusia

SS7.
Terwujudnya
Reformasi
Birokrasi
Kementerian
Pertanian
dalam
mendukung
pencapaian
Reformasi
Birokrasi

IKSS (Indikator

Kinerja Sasaran Tza (l;ggt
Strategis)
IKSS 6.1
persentase

penurunan kasus

penyakit hewan

dan penyakit 2,7
bawaan produk

hewan yang

berdampak pada

manusia (%)

IKSS 71 Nilai
Reformasi
Birokrasi
Kementerian
Pertanian

86,98
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Target Target Target
2027 2028 2029

Target

2026

2,7

88,17

2,7

89,77

2,7 1.7

90,67 91,28
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Sasaran Program (SP) dan Indikator Kinerja Program (IKP) Ditjen.

Perkebunan dapat dijabarkan pada tabel berikut ini.

Tabel 5. Sasaran Program (SP) dan Indikator Kinerja Program (IKP) Ditjen.
Perkebunan Tahun 2025-2029

SASARAN PROGRAM

INDIKATOR KINERJA PROGRAM

Terpenuhinya Produksi

Produksi Kelapa Sawit, Produksi kelapa, Produksi
lada, Produksi pala, Produksi cengkeh, Produksi
vanili, Produksi kopi, Produksi tebu, Produksi

SP1 . karet, Produksi kakao, Produksi teh, Produksi
Komoditas Perkebunan . : .
jambu mete, Produksi tanaman palma lainnya,
Produksi tanaman semusim dan tahunan lainnya
(Ton)
Tersedl.anya komoditas Produksi komoditas pertanian perkebunan untuk
SP.2  pertanian perkebunan untuk . .
. . bahan baku bio energi (Juta Ton)
bahan baku bio energi
Meningkatnya indeks harga L -
SP3 T Indeks harga yang diterima Pekebun (Nilai)
Terjaminnya mutu dan
SP 4 keamanan komoditas Indeks Mutu dan Keamanan komoditas pertanian
pertanian tanaman tanaman Perkebunan (Nilai)
Perkebunan
SP5 Menlngkatnya e Volume ekspor komoditas perkebunan (Ribu Ton)
komoditas perkebunan
Meningkatnya hasil
SP6 pengolahan komoditas Indeks hilirisasi komoditas Perkebunan unggulan
perkebunan unggulan yang (Nilai)
telah menerapkan hilirisasi
Terwujudnya Tata Kelola
sp7 Birokrasi Lingkup Ditjen Indeks tata kelola birokrasi Ditjen. Perkebunan

Perkebunan yang baik,
transparan dan akuntabel

(Indeks)

Direktorat Jenderal Perkebunan memiliki tujuh Sasaran Program (SP)

dan tujuh Indikator Kinerja Program (IKP) , meliputi:

1. SP 1. Terpenuhinya Produksi Komoditas Perkebunan

Sasaran program ini mendukung sasaran strategis “Terwujudnya
Swasembada Pangan Asal Pertanian Berkelanjutan” yang bertujuan
untuk memastikan ketersediaan dan keberlanjutan produksi komoditas
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perkebunan sebagai landasan dalam mendukung pertumbuhan
ekonomi, penguatan industri hilir, serta peningkatan daya saing
komoditas perkebunan nasional. Sasaran ini diukur melalui indikator
kinerja “produksi kelapa sawit, produksi kelapa, produksi sagu, produksi
lada, produksi pala, produksi cengkeh, produksi vanili, produksi kopi,
produksi tebu, produksi karet, produksi kakao, produksi teh, produksi
jambu mete, produksi tanaman palma lainnya dan produksi tanaman
semusim dan tahunan lainnya”.

2. SP 2.Tersedianya Komoditas Pertanian Perkebunan untuk Bahan Baku
Bio Energi.
Sasaran program ini mendukung sasaran strategis “Terpenuhinya
Kebutuhan Bahan Baku Bio Energi dari Sektor Pertanian”. Sasaran
ini bertujuan untuk memastikan ketersediaan bahan baku bioenergi
berbasis komoditas perkebunan khususnya kelapa sawit secara
berkelanjutan dalam rangka mendukung ketahanan dan kemandirian
energinasional, percepatan pengembangan energibaru dan terbarukan,
serta peningkatan nilai tambah dan daya saing komoditas perkebunan.
Sasaran ini diukur dengan indikator kinerja “produksi komoditas
pertanian perkebunan untuk bahan baku bio energi”. Sasaran ini
dilaksanakan oleh Kementerian Pertanian dalam rangka menjamin
ketersediaan bahan baku bioenergi, dengan penanggung jawab
utama pemenuhan bioenergi berada pada kementerian yang
membidangi Energi dan Sumber Daya Mineral.

3. SP 3. Meningkatnya Indeks Harga Yang Diterima Pekebun

Sasaran program ini mendukung sasaran strategis “Meningkatnya
Pendapatan Petani”. Sasaran ini mempresentasikan indeks
perkembangan harga komoditas pertanian yang diterima petani saat
dijual di pasar (farm gate). Indeks yang dihitung berdasarkan survey
harga di tingkat produsen setiap bulan. Indeks digunakan sebagai
komponen dalam perhitungan NTP (Nilai Tukar Petani). Sasaran ini
diukur melalui indikator Indeks harga yang diterima Pekebun.

4. SP 4. Terjaminnya Mutu dan Keamanan Komoditas Pertanian Tanaman
Perkebunan.
Sasaran program ini mendukung sasaran strategis “Terwujudnya
Swasembada Pangan Asal Pertanian Berkelanjutan”. Sasaran ini

Rencana Strategis Direktorat Jenderal Perkebunan
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mempresentasikan nilai yang menunjukan kesesuaian mutu dan
keamanan produk komoditas perkebunan terhadap standar atau
kriteria tertentu yang ditetapkan. Sasaran ini diukur dengan indikator
kinerja “Indeks Mutu dan Keamanan Komoditas Pertanian Tanaman
Perkebunan”.

5. SP 5. Meningkatnya Volume Ekspor Komoditas Perkebunan

Sasaran program ini mendukung sasaran strategis “Meningkatnya
pangsa pasar (market share) produk ekspor pertanian” Sasaran ini
merepresentasikan peningkatan nilai tambah dan daya saing komoditas
perkebunan nasional. Sasaran ini mencerminkan keberhasilan
peningkatan kualitas, kontinuitas pasokan, dan pemenuhan standar
pasar internasional, sehingga komoditas perkebunan mampu bersaing
dan memberikan nilai ekonomiyang lebih tinggi di pasar global. Sasaran
ini dihitung melalui indikator kinerja “Volume Ekspor Komoditas
Perkebunan”. Komoditas ekspor yang diukur adalah kelapa, sagu, kopi,
kakao, karet, lada, pala, cengkeh, vanili, teh, kelapa sawit, tebu,
jambu mete, tembakau, kapas, nilam, pinang, dan kayu manis.

6. SP5.Meningkatnya Hasil Pengolahan Komoditas Perkebunan Unggulan
yang Telah Menerapkan Hilirisasi
Sasaran program ini mendukung sasaran strategis “Meningkatnya
HilirisasiKomoditasPertanianUnggulan”.Sasaraninimempresentasikan
indeks hilirisasi perkebunan yang diukur dari tingkat pengolahan dan
nilai tambah produk perkebunan unggulan. Sasaran ini diukur dengan
indikator kinerja “Indeks Hilirisasi Komoditas Perkebunan Unggulan”.

7. SP 7 Terwujudnya Tata Kelola Birokrasi Lingkup Ditjen. Perkebunan
yang Baik, Transparan dan Akuntabel
Sasaran program ini mendukung sasaran strategis “Terwujudnya
Reformasi Birokrasi Kementerian Pertanian dalam Mendukung
Pencapaian Reformasi Birokrasi”. Sasaran program ini memiliki
keterkaitan langsung dengan arah kebijakan RPJMN terkait reformasi
birokrasi dan tata kelola pemerintahan. Sasaran ini menjadi fondasi
kelembagaan yang memastikan seluruh program dan kegiatan Ditjen.
Perkebunan dapat dilaksanakan secara akuntabel dan mendukung
pencapaian tujuan pembangunan nasional. Sasaran ini diukur dengan
indikator kinerja “Indeks Tata Kelola Birokrasi Ditjen. Perkebunan”.
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2.5 Manajemen Risiko

Sebagaimana Perpres 80 Tahun 2025 tentang Penyusunan Rencana
Strategis dan Rencana Kerja Kementerian/ Lembaga, dalam rangka
mewujudkan kesinambungan pembangunan nasional, penyusunan renstra
K/L menerapkan sebagian cakupan manajemen kinerja, salah satunya
penyusunan identifikasi risiko pencapaian sasaran strategis. Direktorat
Jenderal Perkebunan menerapkan pendekatan manajemen risiko
sebagaimana Peraturan Menteri Pertanian Nomor 38 Tahun 2021 tentang
Penerapan Manajemen Risiko di Lingkup Kementerian Pertanian.

Kebijakan ini sejalan dengan Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun
2023 tentang Manajemen Risiko Pembangunan Nasional (MRPN), yang
menekankan pentingnya pengelolaan risiko secara kolaboratif, terstruktur,
dan sistematis. Penerapan manajemen risiko di Kementerian Pertanian
tersebut diarahkan untuk mendukung pencapaian tujuan strategis secara
efektif, dengan mengintegrasikan proses identifikasi, analisis, mitigasi,
serta pemantauan risiko ke dalam seluruh tahapan manajemen kinerja,
mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, hingga evaluasi.
Melalui pendekatan ini, potensirisiko yang dapat menghambat keberhasilan
program dan kegiatan dapat dikenali sejak dini, sehingga memungkinkan
penyusunan langkah mitigasi yang tepat dan terukur.

Pemetaan risiko pada Sasaran Program Ditjen. Perkebunan dilakukan
secara menyeluruh. Pemetaan ini bertujuan untuk mengidentifikasi potensi
risiko yang dapat menghambat pencapaian target-target pada indikator
kinerja sasaran program Ditjen. Perkebunan.

Manajemen risiko dilaksanakan melalui proses identifikasi, analisis,
perlakuan (mitigasi), serta pemantauan yang terintegrasi dalam siklus
manajemen kinerja, mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan,
hingga evaluasi.

Hasil identifikasi risiko berdasarkan sasaran strategis menunjukkan
enam kelompok risiko utama yang perlu menjadi perhatian pada periode
2025-2029, sebagai berikut:

e Risiko Produksi dan Ketahanan Pangan
Perubahan iklim, kekeringan, banjir, serta serangan organisme
pengganggu tumbuhan berpotensi menurunkan produksi. Perlakuan
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(mitigasi) dilakukan melalui penguatan sistem peringatan dini,
peningkatan kapasitas pekebun, pengembangan varietas tahan
cekaman iklim, serta penerapan teknologi budidaya adaptif dan ramah
lingkungan.

e Risiko Ketersediaan dan Akses Input Produksi

Fluktuasi harga pupuk, benih, dan pestisida di pasar global serta
ketergantungan terhadap bahan baku impor dapat meningkatkan biaya
produksi dan menurunkan margin usaha tani. Distribusi input yang
belum merata juga berisiko menunda masa tanam. Mitigasi ditempuh
melalui penguatan sistem distribusi berbasis digital, pengembangan
industri input dalam negeri, dan koordinasi kebijakan subsidi serta
bantuan sarana produksi dengan kementerian terkait.

e Risiko Kelembagaan, SDM, dan Kapasitas Daerah

Keterbatasan kompetensi SDM pertanian dan kelembagaan petani
masih menjadi kendala dalam implementasi program. Kapasitas
penyuluh di beberapa daerah belum merata, sementara kelembagaan
petani belum sepenuhnya berorientasi bisnis. Mitigasi dilakukan
melalui pendidikan vokasi, pelatihan teknis, penguatan kelembagaan
ekonomi petani, serta pemanfaatan sistem informasi dan monitoring
digital untuk percepatan transfer pengetahuan.

e Risiko Infrastruktur dan Pembiayaan Pertanian

Sebagian infrastruktur pertanian seperti jaringan irigasi, jalan usaha
tani, gudang, dan sarana pascapanen masih terbatas. Walaupun alokasi
anggaran Kementerian Pertanian menunjukkan tren peningkatan,
kebutuhan pengembangan infrastruktur di lapangan tetap tinggi.
Mitigasi dilakukan melalui koordinasi lintas sektor, optimalisasi
pemanfaatan alsintan, peningkatan akses pembiayaan KUR, serta
perluasan kerja sama pembiayaan dan kemitraan swasta.

e Risiko Pasar dan Nilai Tambah Produk Pertanian
Fluktuasi harga komoditas dan keterbatasan kapasitas hilirisasi
menurunkan daya saing dan pendapatan petani. Hal ini dipengaruhi
oleh lemahnya integrasi rantai pasok dan keterbatasan diversifikasi
produk olahan. Mitigasi diarahkan pada penguatan sistem informasi
pasar, pengembangan kemitraan petani dan industri, peningkatan
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kapasitas pengolahan dan pascapanen, serta pengembangan kawasan
berorientasi nilai tambah dan ekspor.

e Risiko Tata Kelola, Kepatuhan, dan Pengelolaan Aset

Risiko pada aspek tata kelolamencakup potensiketidaktepatansasaran
bantuan, penyimpangan pelaksanaan kegiatan, serta kelemahan
dalam pengelolaan Barang Milik Negara (BMN). Risiko ini berdampak
pada efektivitas dan akuntabilitas program. Mitigasi dilakukan
melalui penguatan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP),
penerapan audit berbasis risiko, digitalisasi pemantauan bantuan,
serta peningkatan tertib administrasi dan optimalisasi pemanfaatan
aset pertanian.

Pemetaan risiko dalam rangka pencapaian target-target sasaran
program Ditjen. Perkebunan dapat dilihat pada Lampiran 3.
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-¥:-\-3 ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI,
KERANGKA REGULASI DAN
KERANGKA KELEMBAGAAN

3.1 Arah Kebijakan dan Strategi Nasional

Berdasarkan Peraturan MenteriPerencanaan Pembangunan Nasional/
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia
Nomor 10 Tahun 2023 Tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis
Kementerian/Lembaga Tahun 2025-2029, arah kebijakan dan strategi
nasional merupakan gambaran besar mengenai arah pembangunan jangka
menengah. Berdasarkan Undang-Undang 59 Tahun 2024 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN), visi Indonesia Emas 2045
adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang Bersatu, Berdaulat, Maju
dan Berkelanjutan.

Berdasarkan Undang-Undang 59 Tahun 2024 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN), Visi Indonesia Emas 2045
adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang Bersatu, Berdaulat, Maju
dan Berkelanjutan. Strategi besar untuk mencapai Visi Indonesia Emas
2045 melalui 8 misi agenda pembangunan (Asta Cita). Misi Pembangunan
tersebut selanjutnya diturunkan menjadi17 arah (tujuan) pembangunan dan
diukur keberhasilannya dengan 45 indikator utama. RPJMN Tahun 2025-
2029 memuat delapan Prioritas Nasional pembangunan jangka menengah.
Prioritas Nasional (PN) ini merupakan wujud implementasi langsung dari
Asta Cita yang merupakan misi dari Presiden.

Sasaran pembangunan menggambarkan kondisi yang diharapkan
dalam mencapai penurunan kemiskinan, peningkatan kualitas sumber daya
manusia, dan pertumbuhan ekonomi tinggi berkelanjutan, atau dikenal
dengan istilah Trisula Pembangunan. Trisula pembangunan tersebut akan
terwujud jika didukung oleh pondasi pembangunan berupa stabilitas,
hukum, pemerintah digital dan reformasi birokrasi.

Rencana Strategis Direktorat Jenderal Perkebunan
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Kementerian Pertanian mendukung semua unsur dalam Asta Cita,
namun berkontribusi secara langsung terhadap pelaksanaan PN 2, PN 3
dan PN 5. Kontribusi Kementerian Pertanian pada PN 2 terkait dengan
pencapaian Swasembada Pangan maupun berkontribusi dalam penyediaan
bahan baku bio energi dalam mewujudkan Swasembada Energi. Kontribusi
Kementerian Pertanian pada PN 3 melalui pelaksanaan brigade pangan
yang dapat membuka banyak lapangan pekerjaan baru di bidang budidaya
pertanian. Sedangkan kontribusi Kementerian Pertanian dalam PN 5 adalah
melalui hilirisasi komoditas pertanian.

Arah Kebijakan dan Strategi Kementerian Pertanian

Arah kebijakan dan strategi Kementerian Pertanian memuat
program untuk menjawab tantangan penyelenggaraan pertanian nasional
yang mendesak untuk segera dilaksanakan dalam jangka menengah.
Implementasi arah kebijakan dan strategi memiliki dampak yang besar
terhadap capaian visi, misi, tujuan dan sasaran strategis Kementerian
Pertanian 2025 — 2029. Perumusan arah kebijakan dan strategi Kementerian
Pertanian dilakukan dengan berpedoman pada RPJMN 2025-2029.

Kerangka yang digunakan dalam perumusan arah dan kebijakan
Kementerian Pertanian yaitu rumah strategi. Pendekatan rumah strategi
dimulai dengan merumuskan atap (kuning) sebagai tujuan akhir atau
visi Kementerian Pertanian yang akan terwujud jika tujuan antara dapat
tercapai (merah). Kelima hasil antara dapat tercapai jika kedelapan pilar
(hijau) dapat terlaksana. Pelaksanaan kedelapan yang efektif dan efisien
perlu didukung oleh fondasi yang kuat (biru). Penjabaran lebih detail
mengenai rumah strategi Kementerian Pertanian 2025 — 2029 dapat dilihat
sebagai berikut.
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RUMAH STRATEGI KEMENTAN

Kemandirian Pertumbuhan Kesehatan masyarakat

Pangan asal Volume Usaha B;han Bak'u N|_Ia| tamga: S da_ya dari Penyakit Hewan
Pertanian Pertanian loenergl SELN (TS O dan Produk Hewan
Pilar 1: Pilar 2: Pilar 3: Pilar 4: Pilar :5 Pilar 6: Pilar 7: Pilar 8:
Prasarana Produksi dan Kawasan Pemanfaatan Regenerasi Perlindung- Hilirisasi Sistem
dan sarana produktivitas Sentra teknologi petani dan an usaha komoditas Kesehatan
pertanian pertanian Produksi pertanian pengemba- dan akses pertanian hewan
sesuai secara Pangan modern ngan usaha pembiayaan strategis nasional
kebutuhan modern dan menuju tani pertanian nasional
produksi berkelanjutan Lumbung
Pangan
Nasional

Sumber Daya Manusia dan kelembagaan pertanian nasional yang produktif
Reformasi birokrasi Kementerian Pertanian

Standardisasi dan sertifikasi produk dan praktik pertanian
Tata kelola pertanian berkelanjutan (Good Agricultural Practices, Good Handling Practices, Good
Farming Practices, dll)

Gambar 14. Rumah Strategi Kementerian Pertanian 2025 — 2029

Berdasarkan rumah strategi Kementerian Pertanian 2025 - 2029,
tujuan akhir yang ingin diwujudkan adalah “Pertanian Maju Berkelanjutan
serta Bermanfaat Bagi Rakyat Indonesia” yang diterjemahkan menjadi
Visi Kementerian Pertanian 2025 — 2029. Untuk mewujudkan tujuan akhir
tersebut, Kementerian Pertanian perlu mencapai kelima tujuan antara
sebagai berikut:

1. Kemandirian pangan asal pertanian

2. Pertumbuhan volume usaha pertanian

3. Bahan baku bio energi

4. Nilai tambah dan daya saing produk pertanian

5. Kesehatan masyarakat dari penyakit hewan menular

Poin tujuan antara di atas dapat terlaksana jika koordinasi dan kerja
sama antar Kementerian/Lembaga berjalan dengan efektif dan efisien.
Dari sudut pandang Kementerian Pertanian, untuk dapat mewujudkan
tujuan antara tersebut, maka pilar penyokong harus berdiri tegak. Berikut
penjelasan mengenai pilar-pilar tersebut
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Pilar 1: Prasarana dan sarana pertanian sesuai kebutuhan produksi
Pilar 2: Produksi dan produktivitas pertanian secara modern dan
berkelanjutan

3. Pilar 3: Kawasan Sentra Produksi Pangan (KSPP) menuju Lumbung

Pangan Nasional

Pilar 4: Pemanfaatan teknologi pertanian modern

Pilar 5: Regenerasi petani dan pengembangan usaha tani

Pilar 6: Perlindungan usaha dan akses pembiayaan pertanian

Pilar 7: Hilirisasi komoditas pertanian strategis nasional

© N v B~

Pilar 8: Sistem Kesehatan hewan nasional

Delapan pilar di atas dapat berdiri tegak jika didukung oleh fondasi
yang kuat. Berdasarkan hasil diskusi dan analisis, terdapat 5 (lima) fondasi
yang akan dijelaskan sebagai berikut:
1. Sumber daya manusia dan kelembagaan pertanian yang produktif
2. Reformasi Birokrasi (RB) Kementerian Pertanian
3. Standardisasi dan sertifikasi produk dan praktik pertanian
4. Tata kelola pertanian berkelanjutan (Good Agricultural Pracitices,
Good Handling Practices, Good Farming Practices, dll)

Berdasarkan rumah strategi di atas, dirumuskan arah kebijakan
dan strategi Kementerian Pertanian 2025 — 2029. Terdapat 6 (enam) arah
kebijakan yang menjadi koridor implementasi 13 strategi jangka menengah
Kementerian Pertanian. Implementasi strategi yang baik diharapkan dapat
mewujudkan visi “Pertanian Maju Berkelanjutan serta Bermanfaat Bagi
Rakyat Indonesia” di akhir periode perencanaan jangka menengah.

1. ArahKebijakan1”Peningkatan Pendapatan Petani dalam Mewujudkan
Kesejahteraan PetaniIndonesia.” Arah kebijakan tersebut dilaksanakan
dengan strategi:

e Strategi 1. Meningkatkan akses pembiayaan petani serta
perlindungan usaha pertanian.

e Strategi 2: Regenerasi petani dan pengembangan usaha tani
melalui penyuluhan dan pengembangan modal manusia (human
capital) pertanian berbasis kompetensi.

e Strategi 3: Meningkatnya kualitas dan pangsa pasar produk
pertanian nasional.

e Strategi 4: Pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia
aparatur sipil negara bidang pertanian dan peningkatan kapasitas
kelembagaan pertanian nasional yang produktif.

Rencana Strategis Direktorat Jenderal Perkebunan
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2. Arah Kebijakan 2 “Kemandirian pangan nasional dalam memenuhi
kebutuhan Pangan Dalam Negeri.” Arah kebijakan tersebut
dilaksanakan dengan strategi:

e Strategi 5: Swasembada pangan untuk komoditas pangan
strategis nasional berdasarkan kebutuhan pangan masyarakat
dengan meningkatkan produksi dan produktivitas pertanian
secara berkelanjutan

e Strategi 6: Menerapkan tata kelola sistem budi daya pertanian
berkelanjutan sesuai amanat peraturan perundang-undangan

e Strategi 7: Membangun kawasan sentra produksi pertanian
untuk memastikan cadangan pangan nasional dapat memenubhi
kebutuhan pangan masyarakat serta mengantisipasi krisis pangan
dunia berdasarkan produksi dalam negeri.

e Strategi 8: Standardisasi dan sertifikasi produk dan praktik
pertanian.

e Strategi 9: Pemanfaatan teknologi pertanian modern.

3. Arah Kebijakan 3 “Memastikan Ketersediaan Bahan Baku Bio Energi
dalam Mendukung Terwujudnya Ketahanan Energi Nasional.” Arah
kebijakan tersebut dilaksanakan dengan strategi 10 “Memenuhi
kebutuhan bahan baku bio energi yang berasal dari komoditas hasil
pertanian”

4. Arah Kebijakan 4 “Peningkatan Nilai Tambah dan Daya Saing
Komoditas Pertanian Indonesia.” Arah kebijakan tersebut dilaksanakan
dengan strategi 11 “Hilirisasi komoditas pertanian strategis nasional.”

5. Arah Kebijakan 5 “Peningkatan kesehatan masyarakat dari penyakit
hewan menular.” Arah kebijakan tersebut dilaksanakan dengan
strategi 12 “Penerapan sistem kesehatan hewan nasional.”

6. Arah Kebijakan 6 “Tata Kelola Birokrasi Kementerian Pertanian yang
Transparan, Akuntabel dan Profesional.” Arah kebijakan tersebut
dilaksanakan dengan strategi 13 “Implementasi Reformasi Birokrasi
Kementerian Pertanian dalam mewujudkan good government
governance”.

3.3 Arah Kebijakan dan Kegiatan Direktorat Jenderal Perkebunan
Arah kebijakan dan kegiatan Direktorat Jenderal Perkebunan tahun
2025-2029 digambarkan dalam bentuk rumah strategi yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari rumah strategi Kementerian Pertanian seperti

Rencana Strategis Direktorat Jenderal Perkebunan
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diuraikan pada sub bab sebelumnya. Arah kebijakan dan kegiatan Ditjen.
Perkebunan tersebut dapat diuraikan pada gambar berikut ini.

erkebunan Bernilai Tambah, Berdaya
Saing, Berkelanjutan dan Bermanfaat
bagi Rakyat Indonesia

Pertumbuhan Volume Kemnadirian Pangan Asal Ketersediaaan Bahan Nilai tambah dan daya
Usaha Perkebunan Perkebunan Baku Bioenergi saing produk pertanian
R S —
p e T eee— A T—
—_————— =

—_— ————————
Budidaya tanaman Budidaya
perkebunan yang komoditas
Ketersediaan modern dan perkebunan dalam
akses pasar berkelanjutan dalam memenuhi
perkebunan memenuhi kebutuhan kebutuhan bahan
pangan dan industri baku bio energi
nasional

Hilirisasi produk
hasil perkebunan

Sumber Daya Manusia dan kelembagaan Ditjen Perkebunan
Reformasi birokrasi Ditjen Perkebunan

Gambar 15. Rumah Strategis Ditjen. Perkebunan tahun 2025-2029

Berdasarkan rumah strategis Ditjen. Perkebunan tahun 2025-
2029 di atas, dapat dilihat bahwa tujuan akhir yang ingin dicapai Ditjen.
Perkebunan pada akhir Renstra Ditjen. Perkebunan tahun 2025-2029
adalah “Perkebunan Bernilai Tambah, Berdaya Saing, Berkelanjutan dan
Bermanfaat Bagi Rakyat Indonesia” Tujuan akhir tersebut akan dicapai
melalui 4 (empat) tujuan antara, yaitu:

e Pertumbuhan volume usaha perkebunan

e Kemandirian pangan asal perkebunan

o Ketersediaan bahan baku bio energi

e Nilai tambah dan daya saing produk perkebunan

Untuk mewujudkan tujuan antara tersebut, maka terdapat 4 (empat)
pilar strategis yang harus dilakukan, yaitu:
1. Pilar Strategis 1: Ketersediaan Akses Pasar Perkebunan
Pilar ini merupakan upaya dalam menyediakan dan/atau memperluas
akses pasar perkebunan, sehingga dapat meningkatkan pemasaran dan
penjualan produk perkebunan nasional. Arah kebijakan dan kegiatan
yang dilakukan dalam pilar strategis 1ini adalah:

Rencana Strategis Direktorat Jenderal Perkebunan
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e Arah Kebijakan 1: Pemasaran Produk Perkebunan Bernilai Tambah
dan Berdaya Saing.

- Kegiatan 1.1: Pengembangan dan Perluasan Akses Pasar

Domestik bagi Pelaku Usaha Perkebunan.
Akses pasar domestik bagi pelaku usaha perkebunan,
khususnya pelaku usaha perkebunan rakyat, sangat penting
dalam meningkatkan produk perkebunan di dalam negeri.
Ketersediaan akses pasar yang dapat dimanfaatkan oleh
pekebun ini diharapkan dapat meningkatkan pendapatan
pekebun atas penjualan komoditas perkebunan.

- Kegiatan 1.2: Perluasan Pasar Ekspor Perkebunan Dalam
Memperluas Market Share Produk Perkebunan Indonesia.
Selain akses pasar domestik, pemerintah juga perlu
memberikan fasilitasi akses pasar ekspor produk perkebunan
melalui berbagai event dan kerja sama, baik nasional maupun
internasional, dengan negara tujuan ekspor. Perluasan pasar
ekspor ini diharapkan dapat memperluas pangsa pasar ekspor
produk perkebunan nasional di luar negeri, sehingga tidak
hanya volume ekspor yang bertambah, namun juga diikuti
negara tujuan ekspor yang tersebar di beberapa negara di
dunia.

2. Pilar Strategis 2: Budidaya Tanaman Perkebunan yang Modern dan
Berkelanjutan dalam Memenuhi Kebutuhan Pangan dan Industri
Nasional.

Pilar ini merupakan upaya dalam pelaksanaan budidaya tanaman
perkebunan berkelanjutan sesuai standar dan regulasi yang berlaku.
Penerapan Good Agricultural Practices (GAP) maupun peraturan
perundang-undangan terkait perkebunan akan dilaksanakan pada
pilar strategis 2 ini. Selain itu dalam rangka mendukung keberhasilan
program swasembada pangan, Kementerian Pertanian ditugaskan
untuk segera meningkatkan produksi dan hilirisasi komoditas
perkebunan. Kebijakan dan kegiatan pada pilar strategis 2 ini adalah:

e Arah Kebijakan 2: Produksi Perkebunan Produktif Berkelanjutan
Menuju Swasembada Pangan dalam Memenuhi Kebutuhan
Pangan Asal Perkebunan Serta Kebutuhan Industri Nasional
- Kegiatan 2.1: Meningkatkan Ketersediaan dan Kemandirian

Benih Tanaman Perkebunan Bermutu
m Rencana Strategis Direktorat Jenderal Perkebunan
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Kegiatan ini fokus dalam penyediaan benih sesuai kebutuhan
penanaman tanaman perkebunan. Kegiatan ini juga
mendorong terwujudnya kemandirian benih secara bertahap
melalui peningkatan wilayah yang ditetapkan sebagai wilayah
mandiri benih hingga produksi benih. Selain itu, kegiatan ini
juga mendorong petani dalam pemanfaatan varietas unggul
tanaman perkebunan. Sehingga, ketersediaan dan kemandirian
benih tanaman perkebunan diharapkan dapat berkontribusi
dalam meningkatkan produksi tanaman perkebunan dan
mewujudkan swasembada pada komoditas perkebunan.
Kegiatan 2.2: Budidaya Komoditas Perkebunan Secara
Optimal dan Berkelanjutan

Kegiatan ini fokus pada penerapan budidaya komoditas
perkebunan sesuai dengan prinsip Good Agricultural
Practices (GAP) serta peraturan perundang-undangan terkait
sistem budidaya pertanian berkelanjutan. Sehingga, selain
optimalisasi hasil budidaya, kegiatan ini juga memastikan agar
budidaya yang dilakukan dapat berkelanjutan sehingga dapat
dinikmati hingga generasi berikutnya.

Kegiatan 2.3: Perlindungan Tanaman Perkebunan Dari
Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) dan Antisipasi
Dampak Perubahan Iklim (DPI).

Kegiatan ini fokus pada perlindungan tanaman perkebunan
dari OPT agar luas panen dapat meningkat dan kehilangan
potensi produksi dapat diminimalisir. Selain itu, kegiatan ini
juga akan fokus pada antisipasi dampak perubahan iklim yang
dapat berdampak terhadap luas panen tanaman perkebunan.
Kegiatan 2.4 : Penjaminan Mutu dan Keamanan Komoditas
Perkebunan.

Kegiatan ini fokus dalam menjamin kualitas mutu dan
keamanan komoditas perkebunan yang dihasilkan. Mutu
komoditas perkebunan perlu dijaga agar produk perkebunan
nasional menjadi pilihan konsumen dibanding produk dari
luar negeri. Sedangkan keamanan komoditas perkebunan
perlu dipastikan untuk menjaga kesehatan masyarakat dalam
mengonsumsi komoditas pangan asal perkebunan dalam
negeri.

Rencana Strategis Direktorat Jenderal Perkebunan m
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3.

Pilar Strategis 3: Budidaya Komoditas Perkebunan dalam Memenuhi
Kebutuhan Bahan Baku Bio energi
Pilar budidaya komoditas perkebunan untuk pemenuhan kebutuhan
bahan baku bioenergi diarahkan untuk menjamin kesinambungan
pasokan bahan baku bioenergi yang bersumber dari komoditas
perkebunan dalam rangka mendukung ketahanan energi nasional
serta transisi menuju energi baru dan terbarukan. Arah kebijakan dan
kegiatan pada pilar strategis 3 ini adalah:
e Arah Kebijakan 3: Produksi Komoditas Pertanian Perkebunan
Untuk Bahan Baku Bio Energi
Kegiatan 3.1: Budidaya Komoditas Perkebunan untuk Bahan
Baku Bioenergi
Kegiatan dilakukan melalui peningkatan produktivitas
tanaman perkebunan penghasil bioenergi, optimalisasi
pemanfaatan lahan eksisting, penerapan praktik budidaya
berkelanjutan, penyediaan benih unggul, serta dukungan
sarana dan prasarana budidaya yang sesuai dengan standar
teknis dan prinsip keberlanjutan. Selain itu juga dilaksanakan
pembinaan dalam budidaya kelapa sawit untuk mendukung
bio energi.

Pilar Strategis 4: Hilirisasi Produk Hasil Perkebunan
Pilar ini merupakan upaya strategis dalam meningkatkan nilai tambah
dan daya saing produk perkebunan melalui hilirisasi produk hasil
perkebunan terintegrasi berdasarkan potensi produk dan potensi pasar
yang dimiliki. Pemerintah akan mendorong pelaku usaha perkebunan
dalam melakukan hilirisasi produk perkebunan yang dijual, sehingga
akan meningkatkan harga jual dan berdampak terhadap pertumbuhan
usaha perkebunan. Arah kebijakan dan kegiatan yang dilakukan adalah:
e ArahKebijakan 4: Pengolahan dan Pemasaran Produk Perkebunan
Bernilai Tambah dan Berdaya Saing.
- Kegiatan 4.1 : Pengolahan Produk Perkebunan Berbasis
Hilirisasi.
Kegiatan ini akan fokus pada pengolahan dan hilirisasi produk
perkebunan nasional sehingga dapat memberikan nilai tambah
kepada pekebun. Kegiatan ini merupakan salah satu upaya
Direktorat Jenderal Perkebunan dalam mendorong hilirisasi
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pertanian yang berkontribusi terhadap program hilirisasi
nasional.

- Kegiatan 4.2 : Meningkatkan Kualitas Produk Ekspor
Perkebunan dalam Memenuhi Permintaan Potensi Pasar
Ekspor dan Negara Tujuan Ekspor
Kegiatan ini fokus dalam meningkatkan kualitas produk
ekspor perkebunan dalam memenuhi permintaan potensi
pasar maupun negara tujuan ekspor produk perkebunan.
Pemenuhan permintaan potensi pasar maupun pasar ekspor
produk perkebunan ini penting dilakukan dalam meningkatkan
nilai tambah maupun daya saing produk ekspor perkebunan.

5. Fondasi Strategis: SDM, Kelembagaan dan Reformasi Birokrasi Ditjen

Perkebunan
Fondasi strategi merupakan dasar yang menopang berdirinya seluruh
pilar strategis. Dalam konteks strategi, fondasi strategis merupakan
strategic assets atau aset strategis yang harus dimiliki organisasi.
Pilar strategis dalam kerangka strategi Ditjen. Perkebunan ini terdiri
atas Sumber Daya Manusia, organisasi dan kelembagaan maupun tata
kelola birokrasi Ditjen Perkebunan.
Arah Kebijakan dan Kegiatan yang dilakukan pada Fondasi Strategis ini
adalah:
e Arah Kebijakan 5: Birokrasi Ditjen. Perkebunan yang Transparan
dan Akuntabel
- Kegiatan 5.1: Mengembangkan Modal Manusia (Human
Capital) SDM ASN Ditjen. Perkebunan yang Produktif.
Sumber Daya Manusia (SDM) adalah kunci utama keberhasilan
suatu organisasi. Oleh karena itu, pengembangan SDM
sebagai modal manusia menjadi salah satu langkah strategis
yang perlu dilakukan Ditjen Perkebunan. Kegiatan ini fokus
pada pengelolaan SDM Aparatur Sipil Negara (ASN) Ditjen
Perkebunan, meliputi Perencanaan SDM ASN, rekrutmen dan
seleksi (talent acquisition), pengelolaan kinerja SDM ASN (SKP
dan perilaku kerja), pembelajaran dan pengembangan SDM,
manajemen karier, kesejahteraan SDM ASN, kepuasan kerja
SDM ASN, hingga program purna bhakti.
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- Kegiatan 5.2: Mengembangkan Tata Kelola Organisasi Ditjen.

Perkebunan yang Tepat Fungsi dan Ukuran.
Kegiataninifokus pada penerapan organisasi yang tepat fungsi
dan ukuran (organization right sizing) sehingga pekerjaan
dapat dilakukan secara cerdas (smart work), efektif dan efisien
dengan produktivitas yang tinggi. Tata kelola organisasi
yang dimaksud tidak hanya struktural, namun juga pemetaan
jabatan fungsional sehingga dapat mewujudkan kesesuaian
antara pekerjaan dengan SDM ASN yang mengerjakan (job-
person fit).

- Kegiatan 5.3: Mendukung Pelaksanaan Penajaman Reformasi
Birokrasi Kementerian Pertanian Sesuai Kewenangan Ditjen
Perkebunan
Reformasi  Birokrasi merupakan salah satu amanat
pembangunan nasional yang harus dilakukan seluruh K/L/D,
termasuk Kementerian Pertanian. Ditjen. Perkebunan sebagai
salah satu unsur pelaksana utama Kementerian Pertanian
harus berkontribusi dalam pelaksanaan reformasi birokrasi
tersebut sesuai dengan kewenangan yang dimiliki Ditjen
Perkebunan. Kegiatan ini fokus dalam pelaksanaan penajaman
reformasi birokrasi Kementerian Pertanian sesuai kewenangan
Ditjen. Perkebunan yang selaras dengan kebijakan pelaksanaan
reformasi birokrasi di lingkup Kementerian Pertanian.

- Kegiatan 5.4: Memberikan Layanan Internal Lingkup Ditjen.

Perkebunan Yang Berkualitas dan Berbasis Digital.
Kegiatan ini fokus dalam pelaksanaan dukungan manajemen
internal dalam mendukung seluruh unit kerja di lingkungan
Ditjen. Perkebunan dalam menjalankan tugas dan fungsinya
masing-masing. Kegiatan ini merupakan kegiatan rutin yang
dilaksanakan sesuai tugas dan kewenangan Sekretariat Ditjen
Perkebunan.

3.4 Kerangka Regulasi
Mengacu pada Peraturan Presiden nomor 80 Tahun 2025 tentang
Penyusunan Rencanan Strategis dan Rencana Kerja KL bahwa kerangka
regulasi menjelaskan mengenai gambaran umum regulasi yang dibutuhkan
oleh Kementerian/Lembaga dalam pelaksanaan penugasanyang mencakup

Rencana Strategis Direktorat Jenderal Perkebunan
:
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arahan Presiden dan atau standar pelaksanaan tugas dan fungsi yang wajib

dipenuhi oleh Kementerian/Lembaga khususnya Ditjen. Perkebunan dalam

mendukung pencapaian sasaran kinerja. Arah Kerangka Regulasi dan/atau

Kebutuhan Regulasi Ditjen. Perkebunan secara umum adalah:
e Peraturan Presiden (Perpres)

a.

Revisi Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2023 tentang
Percepatan Swasembada Gula Nasional dan Penyediaan Bioetanol
sebagai Bahan Bakar Nabati (BIOFUEL)

e Peraturan Menteri Pertanian (Permentan)

a.

Revisi Permentan No. 07 Tahun 2009 Tentang Pedoman Penilaian
Usaha Perkebunan

Penggabungan Permentan terhadap Peraturan Menteri Pertanian
Nomor  138/Permentan/OT,140/12/2014 tentang Pedoman
Teknis Budidaya Nilam yang Baik, Peraturan Menteri Pertanian
Nomor 132/Permentan/OT.140/12/2013 tentang Pedoman Teknis
Budidaya Karet yang Baik, Peraturan Menteri Pertanian Nomor 53/
Permentan/KB.110/10/2015 tentang Pedoman Budidaya Tebu Giling
yang Baik, Peraturan Menteri Pertanian Nomor 50/Permentan/
OT.140/4/2014 tentang Pedoman Teknis Budidaya Teh yang Baik,
Peraturan Menteri Pertanian Nomor 49/Permentan/0OT.140/4/2014
tentang Pedoman Teknis Budidaya Kopi yang Baik, serta Peraturan
Menteri Pertanian Nomor 48/Permentan/OT.140/4/2014 tentang
Pedoman Teknis Budidaya Kakao yang Baik.

Revisi Permentan 50 Tahun 2015 Tentang Produksi, Sertifikasi,
Peredaran, dan Pengawasan Benih Tanaman Perkebunan.
Penyusunan Rancangan Permentan tentang Pengembangan
Sumber Daya Manusia, Penelitian dan Pengembangan, Peremajaan,
serta Sarana dan Prasarana Perkebunan Kelapa.

Penyusunan Rancangan Permentan tentang Pengembangan
Sumber Daya Manusia, Penelitian dan Pengembangan, Peremajaan,
serta Sarana dan Prasarana Perkebunan Kakao.

Revisi Permentan No. 38 Tahun 2020 tentang Penyelanggaraan
Sertifikasi Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia.
Penyusunan Rancangan Peraturan Menteri Pertanian (RPermentan)
Tentang Kemitraan Pekebun Tebu dengan Pabrik Gula.
Penyusunan Rancangan Peraturan Menteri Pertanian (RPermentan)
Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Peta Jalan Swasembada
Gula Nasional.

Rencana Strategis Direktorat Jenderal Perkebunan
Kementerian Pertanian Republik Indonesia 2025 - 2029

y



A N

BAB Il
ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI,
KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN

i. PenyusunanRancangan Peraturan MenteriPertanian (RPermentan)
Tentang Pelindungan Tanaman.

Detail kerangka regulasi Ditjen. Perkebunan dapat dilihat pada
Lampiran Kerangka Regulasi yang merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari Renstra Ditjen. Perkebunan tahun 2025-2029 ini.

3.5 Kerangka Kelembagaan

Kerangka Kelembagaan merupakan perangkat Kementerian/
Lembaga, struktur organisasi, ketatalaksanaan, dan pengelolaan aparatur
sipil negara yang digunakan untuk mencapai Visi, Misi, Tujuan, Strateqi,
Kebijakan, Program, dan Kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan
fungsi Kementerian/Lembaga yang disusun dengan berpedoman pada
RPJMN. Penyusunan kerangka kelembagaan Ditjen. Perkebunan dilakukan
dengan mempertimbangkan keterkaitan, kontribusi dan peran Ditjen.
Perkebunan dalam mencapai visi Kementerian Pertanian serta agenda
pembangunan jangka panjang pada RPJPN, serta prioritas pembangunan
pada RPJMN. Penyusunan kerangka kelembagaan Ditjen. Perkebunan
juga mengacu kepada kebijakan pembangunan, peraturan perundangan-
undangan dan memperhatikan prinsip pengorganisasian yang efektif,
efisien dan transparan.

Kerangka kelembagaan Ditjen. Perkebunan disusun melalui
serangkaian Focus Group Discussion (FGD) dengan melibatkan para
pemangku kepentingan di lingkungan Ditjen Perkebunan. Kegiatan FGD
dilakukan untuk mengevaluasi dan mengidentifikasi permasalahan terkait
Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) saat ini dalam mendukung
pencapaian visi, misi, dan tujuan organisasi pada periode Renstra 2025-
2029. Permasalahan-permasalahan terkait SOTK tersebut kemudian
dijadikan dasar untuk menyusun desain kriteria (criteria design) organisasi
yang baru. Permasalahan SOTK saat ini serta desain kriteria organisasi
Ditjen. Perkebunan ke depan dapat diuraikan pada tabel berikut ini:

m Rencana Strategis Direktorat Jenderal Perkebunan
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Tabel 6. Permasalahan terkait SOTK dan Desain Kriteria Ditjen Perkebunan

Desain Kriteria Organisasi yang

Permasalahan SOTK Saat Ini
Dibutuhkan

1 Direktorat pada Ditjen. Perkebunan  Unit kerja setingkat eselon Il di
didesain berdasarkan kelompok Ditjen. Perkebunan sebaiknya
komoditas pertanian, sehingga didesain berdasarkan proses:
berpotensi tidak dapat menjalankan (1) Perbenihan/ pembibitan
tugas dan fungsinya jika komoditas (2) Penanaman dan budidaya

yang menjadi kewenangan perkebunan, (3) Perlindungan
Direktorat tersebut tidak menjadi tanaman perkebunan, (4) Hilirisasi
prioritas Kementerian Pertanian di komoditas perkebunan

tahun berjalan

2 Terdapat pejabat jabatan fungsional Perlu redistribusi penempatan

yang ditugaskan pada unit pejabat fungsional sesuai dengan
kerja tidak sesuai dengan tugas tugas dan fungsi unit kerja
jabatannya

Desain kriteria organisasi Ditjen. Perkebunan dalam mendukung
pelaksanaan arah kebijakan dan strategi Ditjen. Perkebunan tahun 2025-
2029 adalah Unit kerja setingkat eselon Il berdasarkan proses bisnis utama
perkebunan, yaitu:

e Perbenihan/pembibitan berkelanjutan (termasuk produksi benih),
e Penanaman dan budidaya perkebunan,

e Pelindungan tanaman perkebunan,

e Hilirisasi hasil perkebunan

Desain kriteria organisasi Ditjen. Perkebunan disusun berdasarkan
kebutuhan Rencana Strategis Ditjen. Perkebunan Kementerian Pertanian
tahun 2025-2029. Desain kriteria organisasi Ditjen. Perkebunan bukan
merupakan SOTK—Ditjen. Perkebunan Kementerian Pertanian. Untuk
menghasilkan struktur organisasi Ditjen. Perkebunan Kementerian
Pertanian yang ideal diperlukan analisis lebih lanjut di luar dokumen
Renstra Ditjen. Perkebunan Kementerian Pertanian ini.

Perubahan organisasi di lingkup Ditjen. Perkebunan harus
mempertimbangkan dampaknya terhadap Direktorat Teknis lainnya di

Rencana Strategis Direktorat Jenderal Perkebunan
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lingkup Kementerian Pertanian. Perubahan tersebut harus sejalan dengan
kebijakan dan arah Kementerian Pertanian, bertujuan untuk meningkatkan
efisiensi dan efektifitas, dan harus konsisten dan selaras dengan struktur
dan system yang ada.

Struktur Organisasi Ditjen. Perkebunan berdasarkan Permentan
Nomor 02 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian
Pertanian adalah sebagai berikut:

DIREKTORAT JENDERAL
PERKEBUNAN

SEKRETARIAT
DIREKTORAT JENDERAL

DIREKTORAT DIREKTORAT DIREKTORAT DIREKTORAT DIREKTORAT

PERBENIHAN TANAMAN SEMUSIM TANAMAN KELAPA PELINDUNGAN HILIRISASI HASIL

PERKEBUNAN DAN TAHUNAN SAWIT DAN ANEKA PERKEBUNAN PERKEBUNAN
PALMA

.é!&. .&.

{.l L. &l

BALAI BESAR BALAIBESAR BALAIBESAR BALAI PELINDUNGAN
PERBENIHAN PERBENIHAN PERBENIHAN TANAMAN
DAN PELINDUNGAN DAN PELINDUNGAN DAN PELINDUNGAN PERKEBUNAN
TANAMAN TANAMAN TANAMAN (BBPPTP) PONTIANAK
PERKEBUNAN PERKEBUNAN PERKEBUNAN

(BBPPTP) MEDAN (BBPPTP) AMBON (BBPPTP) SURABAYA

Gambar 16. Kerangka Kelembagaan Direktorat Jenderal Perkebunan

Sesuai dengan PermenPANRB Nomor 19 Tahun 2018 tentang
Penyusunan Peta Proses Bisnis Instansi Pemerintah, Peta Proses Bisnis
adalah diagram yang menggambarkan hubungan kerja hubungan kerja
yang efektif dan efisien antar unit organisasi untuk menghasilkan kinerja
sesuai dengan tujuan pendirian organisasi agar menghasilkan keluaran
yang bernilai tambah bagi pemangku kepentingan.

Rencana Strategis Direktorat Jenderal Perkebunan
Kementerian Pertanian Republik Indonesia 2025 - 2029




ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI,

BAB Il

KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN

Pengelompokan dilakukan berdasarkan aktivitas bukan berdasarkan

unit organisasi yang dilakukan didalam

sederhana dan mudah diimplementasikan.

instansi

pemerintah secara

Ditjen Perkebunan mengusulkan Peta Proses Bisnis untuk masuk

dalam Rancangan Peta Proses Bisnis Kementerian 2025-2029 yang saat

ini sedang disusun oleh Biro Organisasi dan SDM Aparatur, adalah sebagai

berikut:

Proses

Sub Proses

Peta Lintas
Fungsi

TANI-O1  Peningkatan TANI-01.01 Pengelolaan TANI-01.01. Pengelolaan
Produksi Benih dan Bibit PLF-O1. Benih Tanaman
K dit
POTO _I s TANI-01.03  Pengembangan TANI-01.03. Pengembangan

srtanian Komoditas PLF-O1. Kawasan
Pertanian Pertanian
TANI-01.03. Penerapan Good
PLF-02. Agriculture
Practises (CAP)
TANI-01.04  Pelindungan TANI-01.04. Pengelolaan
Tanaman PLF-O1. Pengendalian
OPT
TANI-01.04. Penanganan
PLF-02. Dampak
Perubahan Iklim
TANI-01.04.  Pencegahan
PLF-03. Kebakaran
Lahan
Perkebunan

TANI-O2 Peningkatan TANI-02.01 Peningkatan TANI-02.01.  Pengelolaan
Nilai Pengelolaan PLF-O1. Pascapanen
Tambah dan Pasca Panen
DayaSaing  +\\| 0202 Peningkatan  TANI-02.02. Penerapan
Komoditas .

. Pengolahan PLF-O1. Teknologi
Pertanian .
Hasil Pengolahan
Komoditas Hasil Komoditas
Pertanian Pertanian
TANI-02.02. Pengembangan
PLF-02. Pengolahan

Hasil Pertanian

Rencana Strategis Direktorat Jenderal Perkebunan
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Peta Lintas

Proses Sub Proses

Fungsi

TANI-02.03 Peningkatan TANI-02.03. Pengelolaan

Pemasaran PLF-O1. Pemasaran Hasil
Hasil Pertanian
Komodlltas TANI-02.03. Pengembangan
Pertanian PLF-02. Usaha dan
Investasi
Komoditas
Pertanian

TANI.O2.04  Peningkatan TANI-02.04. Pengembangan

Mutu dan PLF-02. Sistem
Keamanan Penerapan dan
Produk Hasil Pengawasan
Komoditas Jaminan Mutu
Pertanian dan Keamanan
Produk Hasil
Pertanian

TANL.O2.05  Peningkatan TANI-02.05. Pengawasan

Pengawasan PLF-0O1. Usaha
dan Pembinaan Perkebunan
Usaha TANI-02.05.  Pembinaan
PLF-02. Usaha
Perkebunan

Rencana Strategis Direktorat Jenderal Perkebunan
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41 Target Kinerja Ditjen Perkebunan

Target kinerja merupakan pencapaian yang diharapkan sebagai hasil
akhir dari setiap indikator kinerja yang telah ditetapkan. Target ini berfungsi
sebagai tolok ukur konkret untuk menilai sejauh mana keberhasilan
organisasi dalam mewujudkan visi, misi, dan tujuan strategisnya. Dalam
praktiknya, target kinerja mencakup tiga level utama: Indikator Kinerja
Sasaran Strategis (IKSS), yang mengukur pencapaian tujuan jangka
panjang organisasi di tingkat Kementerian, Indikator Kinerja Program
(IKP), yang mengevaluasi efektivitas program-program prioritas; dan
Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) , yang fokus pada output spesifik dari
aktivitas operasional.

Terdapat tujuh indikator kinerja sasaran program yang menjadi
barometer capaian kinerja Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2025-
2029. Indikator Kinerja Program (IKP) adalah alat untuk mengukur
keberhasilan pencapaian Intermediate Outcome level 2 dari suatu program.
IKSP kemudian diturunkan menjadi Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) yaitu
indikator keberhasilan pencapaian output dari suatu kegiatan. Tabel berikut
memperlihatkan keterkaitan Sasaran Program, Indikator Kinerja Sasaran
Program, Sasaran Kegiatan dan Indikator Sasaran Kegiatan serta Target
tahun 2025 - 2029.

Rencana Strategis Direktorat Jenderal Perkebunan
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Tabel 7. Sasaran, Indikator dan Target Kinerja Sasaran Program Ditjen.
Perkebunan 2025-2029

Sasaran Program/

Indikator Kinerja [ESEYET]
Program (lkp) 2027

SP1 Terpenuhinya Produksi Komoditas Perkebunan

Produksi

11 Kelapa Ton
Sawit 239.646.870 243.241.575 245.432.325 253.040.740 257.074.690
awi
P ksi

1o Produksi Ton 291371
Kelapa 2.880.690 2.890.917 2.901.144 2.936.021
Produksi

1.3 Ton
Sagu 393.623 413.304 433.969 455.667 478.451
Produksi

1.4 Ton
Lada 64.408 64.408 64.537 64.601 64.666
Produksi

1.5 Ton
Pala 41.527 41.568 41.610 41.652 41.693
Produksi

1.6 Ton
Cengkeh 133.570 133.703 133.837 133.971 134105
Produksi

1.7 . Ton
Vanili 1.582 1.585 1.585 1.587 1.588
Produksi

1.8 i Ton
Kopi 780.957 786.119 791.434 796.776 802.210

19 Produksi T

. on
Tebu 36.813.539 39555979 42.478.762 60.450.243 84.714.460
Produksi

110 Ton
Karet 2.496.364 2.470.676 2.756.865 2.917.026 3.080.114
Produksi

m Ton
Kakao 632.787 633.290 633.792 634.294 634.796
Produksi

112 Ton
Teh 116.555 116.579 116.602 116.624 116.648
Produksi

113 Ton
Jambu Mete 136.642 136.915 137.257 137.600 138.013
Produksi
Tanaman

114 Ton
Palma 188.236 189.899 192.270 194173 195.953
Lainnya

Rencana Strategis Direktorat Jenderal Perkebunan
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Indikator Kinerja EEEWIEL
Produksi
Tanaman

115 Semusim Ton

317.790 383.719 400.831 417946 435.065
dan Tahunan

Lainnya

SP.2 Tersedianya komoditas pertanian perkebunan untuk bahan baku bio energi

Produksi
komoditas
pertanian
Juta
21 perkebunan
Ton 66,37 87,35 89,97 93,67 98,78

untuk bahan
baku bio
energi

SP 3 Meningkatnya indeks harga yang diterima Pekebun

Indeks
harga yang L
31 e Nilai
diterima 154,80 160,10 165,70 171,40 177,30

Pekebun
SP 4 Terjaminnya mutu dan keamanan komoditas pertanian tanaman Perkebunan

Indeks Mutu
dan
Keamanan
41 komoditas Nilai
. 0,65 0,70 0,75 0,80 0,85
pertanian
tanaman
Perkebunan

SP 5 Meningkatnya volume ekspor komoditas perkebunan

Volume
ekspor .
51 . ribu ton
komoditas 38.224,00 38.415,00 38.60700 38.800,00 38.994,00
perkebunan
SP6 Meningkatnya hasil pengolahan komoditas perkebunan unggulan yang telah menerapkan
hilirisasi
Indeks
hilirisasi
6.1 komoditas Nilai
' el 1,30 1,50 1,80 2,00 2,20
Perkebunan
unggulan
Rencana Strategis Direktorat Jenderal Perkebunan
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Sasaran Program/ Target

Indikator Kinerja EEWIEL
Program (lkp) 2027

Terwujudnya Tata Kelola Birokrasi Lingkup Ditjen. Perkebunan yang baik, transparan dan
akuntabel

SP.7

Indeks
tata kelola
71  birokrasi Indeks
Ditjen.
Perkebunan

0,83 0,83 0,84 0,84 0,85

Sasaran program akan diturunkan ke sasaran kegiatan dengan rincian

sebagai berikut:

e SP 1. Terpenuhinya produksi komoditas perkebunan
Sasaran ini diturunkan ke Direktorat Tanaman Kelapa Sawit dan
Aneka Palma, Direktorat Tanaman Semusim dan Tahunan, Direktorat
Pelindungan Perkebunan, Direktorat Perbenihan dan UPT lingkup
Ditjen. Perkebunan.

e SP 2. Tersedianya komoditas pertanian perkebunan untuk bahan baku
bio energi
Sasaran ini diturunkan ke Direktorat Tanaman Kelapa Sawit dan Aneka
Palma.

e SP 3. Meningkatnya indeks harga yang diterima pekebun
Sasaran ini diturunkan ke Direktorat Hilirisasi Hasil Perkebunan.

e SP 4. Terjaminnya mutu dan keamanan komoditas pertanian tanaman
perkebunan
Sasaran ini diturunkan ke Direktorat Hilirisasi Hasil Perkebunan.

e SP 5. Meningkatnya volume ekspor komoditas perkebunan
Sasaran ini diturunkan ke Direktorat Hilirisasi Hasil Perkebunan.

e SP 6. Meningkatnya hasil pengolahan komoditas perkebunan unggulan
yang telah menerapkan hilirisasi
Sasaran ini diturunkan ke Direktorat Hilirisasi Hasil Perkebunan.

e SP 7 Terwujudnya Tata Kelola Birokrasi Lingkup Ditjen. Perkebunan
yang baik, transparan dan akuntabel
Sasaran ini diturunkan ke Sekretariat Ditjen. Perkebunan dan UPT
lingkup Ditjen. Perkebunan.

Rencana Strategis Direktorat Jenderal Perkebunan
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4.2 Kerangka Pendanaan Ditjen. Perkebunan
Kerangka pendanaan ini dirancang sebagai landasan finansial yang
kuat untuk memastikan bahwa seluruh program dan kegiatan yang telah
direncanakan dapat diimplementasikan secara efektif, efisien, dan tepat
sasaran, selaras dengan tujuan pembangunan sektor perkebunan serta
prioritas nasional.

Dalam penyusunannya, kerangka pendanaan tidak hanya
mempertimbangkan aspek ketersediaan anggaran, tetapi juga
mengintegrasikan prinsip-prinsip tata kelola keuangan yang transparan,
akuntabel, dan berkelanjutan. Hal ini mencakup:

1. Sumber pendanaan dari APBN yang bersumber dari rupiah murni,
Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri (PHLN), Pinjaman dan/atau
Hibah Dalam Negeri (PHDN), dan Penerimaan Negara Bukan Pajak
(PNBP).

2. Alokasi anggaran, yang disusun berdasarkan skala prioritas program
yakni peningkatan produksi, pengembangan hilirisasi perkebunan,
penguatan kapasitas petani, promosi pasar dan kegiatan lainnya yang
mendukung pencapaian sasaran.

3. Mekanisme pengelolaan keuangan, yang mengedepankan prinsip-
prinsip efisiensi, pengawasan yang ketat, dan pelaporan yang terukur
untuk meminimalisasi risiko pemborosan atau penyimpangan.

Selain itu, kerangka pendanaan ini juga memperhatikan aspek
keberlanjutan, baik dari segi lingkungan (seperti pendanaan untuk
perkebunan berkelanjutan) maupun ekonomi (seperti insentif bagi petani
dan pelaku usaha kecil). Dengan demikian, kerangka ini tidak hanya
mendukung pencapaian target jangka pendek, tetapi juga membangun
fondasi yang kokoh untuk pertumbuhan jangka panjang sektor perkebunan
Indonesia.

Melalui pendekatan yang komprehensif ini, Ditjen. Perkebunan
berkomitmenpenuhuntuk mewujudkanvisidanmisinya, yaknimeningkatkan
nilai tambah, daya saing, dan kesejahteraan pelaku usaha perkebunan
serta memperkuat kontribusi sektor ini terhadap perekonomian nasional.
Untuk memberikan gambaran yang lebih rinci, target kinerja dan kerangka
pendanaan Ditjen. Perkebunan dapat dilihat pada lampiran | Matrik Kinerja
dan Pendanaan Ditjen. Perkebunan 2025-2029.

Rencana Strategis Direktorat Jenderal Perkebunan
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enstra Ditjen. Perkebunan 2025-2029 merupakan komitmen kuat

untuk memajukan sektor perkebunan Indonesia secara menyeluruh.

Selama lima tahun mendatang, seluruh program dan kegiatan akan
difokuskan pada tiga pilar utama: peningkatan produktivitas, penguatan
nilai tambah dan saya saing, dan perluasan akses pasar produk perkebunan
nasional, dengan tetap mengedepankan prinsip keberlanjutan lingkungan dan
peningkatan kesejahteraan petani.

Keberhasilan Renstra ini memerlukan kolaborasi dan sinergi dari berbagai
pihak, termasuk Kementerian/Lembaga terkait, Pemerintah Daerah, pelaku usaha,
asosiasi, petani, serta lembaga internasional dan mitra pembangunan. Untuk
memastikan efektivitas pelaksanaannya, Ditjen. Perkebunan akan melakukan
pemantauan berkala melalui pengukuran dan evaluasi capaian indikator kinerja
yang telah ditetapkan, serta pelaporan akuntabilitas kinerja kepada publik untuk
menjamin transparansi. Ditjen. Perkebunan yakin bahwa perkebunan Indonesia
tidak hanya akan menjadi penopang ekonomi nasional, tetapi juga menjadi
contoh keberhasilan pembangunan berkelanjutan di tingkat global. Untuk itu,
Ditjen. Perkebunan mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk bersama-
sama mewujudkan visi besar ini melalui semangat gotong royong, inovasi, dan
kerja keras.
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N

LAMPIRAN 3: KERANGKA REGULASI

Arah Kerangka
Regulasi dan/

atau Kebutuhan
Regulasi
(Non-Delegasi)

Urgensi
Pembentukan
Berdasarkan Unit
Evaluasi Penanggung
Regulasi Jawab
Eksisting, Kajian
dan Penelitian

Unit Terkait/
Institusi

Target
Penyelesaian

Peraturan Untuk menjamin Kementerian . Kementerian 2005-2028
Presiden Nomor terlaksanya Koordinator Koordinator
40 Tahun program Bidang Bidang Pangan;
2023 tentang ketahanan Perekonomian . Kementerian
Percepatan pangan Pertanian;
Swasembada nasional, serta . Kementerian
Gula Nasional ketersediaan Perindustrian;
dan Penyediaan bahan baku . Kementerian
Bioetanol sebagai industri, dan Perdagangan;
Bahan Bakar perbaikan . Kementerian
Nabati (BIOFUEL) kesejahteraan BUMN;

petani tebu . Perusahaan/

pabrik gula.

Revisi Permentan Penyederhanaan Direktorat . Kementerian 2026 — 2027:

No. 07 Tahun proses Hilirisasi Hasil Investasi/ Pengharmonisa-
2009 Tentang penilaian usaha Perkebunan BKPM; sian, Penetapan,
Pedoman perkebunan dan . KPK; Pengundangan,
Penilaian Usaha perlu mengatur . Perusahaan Sosialisasi
Perkebunan mengenai Perkebunan

lembaga kelapa sawit;

pelatihan

petugas

penilai usaha

perkebunan

Penggabungan: Direktorat . BRIN; 2026:

e Peraturan Jenderal . Lembaga Penyusunan dan
Menteri Perkebunan Pengembagan pembahasan
Pertanian dan Penelitian; draft permentan.
Nomor 138/ . Perusahaan
Permentan/ Perkebunan; 2027-2028:
OT,140/12/2014 Pekebun. Public hearing,
tentang harmonisasi,
Pedoman Penetapan,
Teknis Pengundangan,
Budidaya Sosialisasi
Nilam yang
Baik

132
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Urgensi
Arah Kerangka Pembentukan
Regulasi dan/ Berdasarkan Unit
atau Kebutuhan Evaluasi Penanggung
Regulasi Regulasi Jawab
(Non-Delegasi) | Eksisting, Kajian
dan Penelitian

Unit Terkait/ Target
Institusi Penyelesaian

e Peraturan
Menteri
Pertanian
Nomor 132/
Permentan/
OT.140/12/2013
tentang
Pedoman
Teknis
Budidaya
Karet yang
Baik

e Peraturan
Menteri
Pertanian
Nomor 53/
Permentan/
KB.110/10/2015
tentang
Pedoman
Budidaya Tebu
Giling yang
Baik

e Peraturan
Menteri
Pertanian
Nomor 50/
Permentan/
OT.140/4/2014
tentang
Pedoman
Teknis
Budidaya Teh
yang Baik

e Peraturan
Menteri
Pertanian
Nomor 49/
Permentan/
OT.140/4/2014
tentang
Pedoman
Teknis
Budidaya Kopi
yang Baik
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Urgensi
Arah Kerangka Pembentukan
Regulasi dan/ Berdasarkan Unit
atau Kebutuhan Evaluasi Penanggung
Regulasi Regulasi Jawab
(Non-Delegasi) |Eksisting, Kajian

Unit Terkait/ Target
Institusi Penyelesaian

e Permentan
Nomor 48/
Permentan/

OT.140/4/2014

tentang
Pedoman
Teknis
Budidaya
Kakao yang
Baik,
menjadi 1

Peraturan Menteri

Pertanian.

dan Penelitian

Revisi Permentan
No. 50 Tahun 2015
tentang Produksi,

Untuk
memastikan
kualitas benih,

. BRIN;

Lembaga
Pengembangan

2025:
Penyusunan dan
pembahasan

Kementerian Pertanian Republik Indonesia 2025 - 2029

Sertifikasi, mendukung dan Penelitian. draft permentan.
Peredaran, dan pertumbuhan
Pengawasan sektor 2026-2027:
Benih Tanaman perkebunan, Public hearing,
Perkebunan serta melindungi harmonisasi,
konsumen dari Penetapan,
potensi risiko Pengundangan,
benih palsu atau Sosialisasi
tidak memenuhi
standar.
Penyusunan Memberikan . Badan 2025 - 2026:
Rancangan payung hukum Pengelola Dana
Permentan yang jelas dan Kelapa Sawit Perkebunan Public hearing,
tentang komprehensif (BPDP) Kelapa; harmonisasi,
Pengembangan bagi . Kementerin Penetapan,
Sumber Daya pengembangan Koordinator Pengundangan,
Manusia, perkebunan Bidang Sosialisasi.
Penelitian dan kelapa, yang Perekonomian;
Pengembangan,  meliputi . Kementerin
Peremajaan, peningkatan Koordinator
serta Sarana kualitas Bidang Pangan;
dan Prasarana SDM, inovasi . Kementerian
Perkebunan teknologi, Perindustrian;
Kelapa peremajaan . BRIN;
tanaman . Perusahaan
tua, serta Perkebunan
penyediaan Kelapa;
infrastruktur Pekebun Kelapa.
yang memadai.
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Arah Kerangka
Regulasi dan/
atau Kebutuhan
Regulasi
(Non-Delegasi)

Urgensi
Pembentukan
Berdasarkan
Evaluasi
Regulasi
Eksisting, Kajian
dan Penelitian

Unit
Penanggung
Jawab

Unit Terkait/
Institusi

Target
Penyelesaian

Penyusunan Memberikan Direktorat 1. Badan 2025 - 2026:
Rancangan payung hukum  Tanaman Pengelola Dana
Permentan yang jelas dan Semusim dan Perkebunan Public hearing,
tentang komprehensif Tahunan (BPDP) Kakao;  harmonisasi,
Pengembangan bagi 2. Kementerin Penetapan,
Sumber Daya pengembangan Koordinator Pengundangan,
Manusia, perkebunan Bidang Sosialisasi.
Penelitian dan kakao, yang Perekonomian;
Pengembangan,  meliputi 3. Kementerin
Peremajaan, peningkatan Koordinator
serta Sarana kualitas Bidang Pangan;
dan Prasarana SDM, inovasi 4. Kementerian
Perkebunan teknologi, Perindustrian;
Kakao peremajaan 5. BRIN;

tanaman 6. Perusahaan

tua, serta Perkebunan

penyediaan kakao;

infrastruktur Pekebun kakao.

yang memadai.
Revisi Permentan Untuk Direktorat 1. Kementerian 2025 - 2026:
No. 38 Tahun meningkatkan Hilirisasi Hasil Pertanian;
2020 tentang efektivitas Perkebunan 2. Badan Penyusunan,
Penyelanggaraan [ISPO dalam Pengelola Dana
Sertifikasi mendorong Perkebunan Public hearing,
Perkebunan praktik (BPDP) Sawit;  harmonisasi,
Kelapa Sawit perkebunan 3. Lembaga Penetapan,
Berkelanjutan sawit yang Sertifikasi ISPO; Pengundangan,
Indonesia berkelanjutan, 4. Komite Sosialisasi.

memenuhi Akreditasi

standar Nasional

internasional,

dan mengatasi

tantangan

yang muncul di

lapangan
Rancangan Perlu dilakukan  Direktorat 1. Kementerian 2025 - 2026:
Permentan penataan Tanaman Koordinator Public hearing,
Tentang terhadap Semusim dan Bidang Pangan; harmonisasi,
Kemitraan hubungan Tahunan 2. Kementerian Penetapan,
Pekebun Tebu antara petani Perindustrian; Pengundangan,
dengan Pabrik tebu dengan 3. Kementerian Sosialisasi
Gula pabrik gula BUMN;

melalui 4. BRIN;

kemitraan untuk 5. Perusahaan/

mendukung pabrik gula;
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Arah Kerangka
Regulasi dan/
atau Kebutuhan
Regulasi
(Non-Delegasi)

Urgensi
Pembentukan
Berdasarkan
Evaluasi
Regulasi
Eksisting, Kajian
dan Penelitian

Unit
Penanggung
Jawab

swasembada
gula nasional
dan penyediaan

Unit Terkait/
Institusi

Petani Tebu.

Target
Penyelesaian

bahan baku
bioethanol.

9. Penyusunan Kebutuhan Kementerian 1. Kementerian 2026:
Rancangan konsumsi Pertanian Koordinator Penyusunan,
Permentan gula nasional Bidang Pangan; pembahasan,
tentang meningkat 2. Kementerian public hearing.
Pedoman Umum  setiap tahun, Perindustrian;

Pelaksanaan mendukung 3. Kementerian 2027:
Peta Jalan program BUMN; Harmonisasi
Swasembada swasembada 4. BRIN; !
. . Penetapan,
Gula Nasional gula nasional 5. Perusahaan/
. Pengundangan,
dan ketahanan pabrik gula. A
Sosialisasi.
pangan dan
energi.

10. Penyusunan Mengatur upaya < Dit. « BRIN 2026:
Rancangan perlindungan Perlindungan ¢ Barantin Penyusunan,
Permentan tanaman dari Perkebunan, < Perguruan pembahasan,
tentang serangan + Dit. Tinggi public hearing.
Pelindungan organisme Perlindungan < OPD
Tanaman pengganggu hortikultura, <+ Petani 2027:

tumbuhan (OPT) - Dit. * Asosiasi N
. Harmonisasi,
dan bencana Perlindungan ¢ Perusahaan
. Penetapan,
alam, untuk Tanaman swasta terkait
. Pengundangan,
mendukung Pangan pelindungan S
. Sosialisasi
keberhasilan tanaman
program
pengembangan
pangan dan
hortikultura,
menjaga
produktivitas
pertanian, serta
meningkatkan
kualitas hasil
yang aman
dikonsumsi dan
memiliki daya
saing
136 Rencana Strategis Direktorat Jenderal Perkebunan

Kementerian Pertanian Republik Indonesia 2025 - 2029



ueungaiad
JIseH IsesuIH uelodelad uep

ASUO| “S21Wig ‘ISeulpiooy yejwnr e
ueungay.ad

eyesn uesemebuad |seylise) yelwnr e
unsnsiq buek

Jesed ISewJojul uswnyoq yejwnr e

(0d1) INdinQ ueduRy Joyeyipu|

ueungadiad JIseH IsesuliH uelodejad uep
ASUO| “jP3wlg ‘Iseulpiooyinding ueduly
ISeUIpIoo} 1O

ueungaiad

eyesn uesemebusd ueueAepndinQ uepuly
yeyeselsel,

yodwo)ay ueeuiquiad uep Iselljise4:Oy)
ueungaiad

SelIpowoy| Jesed Isewlou] :1nding ueidury
ANgnd Isewloju| uep eieq O

]

Se1POWO) Jesed sasiy
ueyedepusw Buek lueyeyesn aseiuasiad LI @
(1) elidury soreipuy

lueleyesn uedieejuewip
yedep Buek jesed sasyy eAuelpasia],,

L'LLL(0 W) 3wodInQ d3elpaww|

ungayad ewuaip buek ebiey syopul: LI e
(1) elisury soyexipul

(0L'¢0'dd)

ueluenad Jopag eliay ebeus] Jad yequwe] 1IN ueynquinuad i qL| e

(dNLN) tue | eyesnueyn| BN : LU o
(1) el1dury sorexipu]

ungayad
ewl9}p Buek ebieH s)apu| eAuredbulus)y
1'1'L (073u]) dwodinQ 181pawLiu|

NG "

Juelad ueredepuad eAujeybuiusyy,
1'L (073u]) dwod31NQ 313IpaW.IdU|

1uelad
ueelaiyelosay syapu| LM e
(1) elssury soreipu]

«ueled
ueeyelanyelosay] eAugedbuiusiy, 'L O4

| 3Wwo33nQ Jeul

VIA3ANIDI NOHOd ' NVHIdWV

]

Jeuoisesado
eliaury

=jeL
eliauny

Jopjes
qns sibajeuis
eliaury

]

10y9s sibajens
elisuny
. .

1euoiseN
sibajesls
elisuny

1'Od VrYaNII NOHOd

c
©
c
>

Q
[9]

¢
s
o]

o
©
o
(9]

ko)
c
9]

£

-
©
o
o

o

"2
[3]
e

[a)]

2
o
Q

5
©
o

s

0
©
C
@
v
c
9]

14

Kementerian Pertanian Republik Indonesia 2025 - 2029




ueungayad

ueluepad sejipowoy je303 depeylal
ueueweay Uep NINW uejeseAsiad
Iynuawaw BueAk ueungayiad uejueiiad
S©}IPOWOY 9SLIUSIDG L' LTI

:Ol1) elsaury soyeyipu

Ldn eliey yedenm 1p tepaiaq

BueA ueungayiad yiuag e03 depeysy
NiNWJSQ Yluaqg aseiussiad gL'zl e

‘ueyningay depeytal yiuag
ueRIPaSIa]aY 9SRIUSSISd BT 'T M
(A1) eluaury Joyeyipy|

- ,

Ldn eliay yekeim

1p ueungayJad sejpowoy uebunpuijad
ueueAe) asejuasiad :qZ LT ®

'sejipowioy eped |dQ uep 140

Buelasiay Buek ueungasad yeke|im/esie

sen) depeytay Ijepuaial buek ueungasad
yeAelim /eale aseiussiad Bz LT e

{0 eliouny Joresyipul |

uBwWe uep NINWISY NINWLISY
ueunga4ad sejipowoy eAupninmia |
1'Z1Z(0' W) 3woInQ d1eIpawiw|

uejuepad 1synpoud ueyningay
uey esepIaq yiuaqg eAuripasia|
¢11'Z(0 W) awodINO d1epaww|

1exe | elisury

‘ueungayiad |
SeIPOWOY  SEHAIDINPOI]  RLLLT I
1) eliaury Jorexipul

LUIDYE UeyegnUad yedwep uep | 4O 1ep
uejuepad seypowo eAulbunpunia ],
Z11Z(0" W) awodInE drepaww|

ueungayad seypowoyy
Se}AINPoId eAulynuadia |
L'11'Z(0'wwi) 8wo2InQ arelpaww|

‘ueungaad ueweue) ueluelsad selpPoWoy
ueueweay uep NIN SYpuU| D712 e
(1) elsaury soyexipu|

ueluedd Se}POWOoY
ueuewey Uep Ninjy| eAuuiwelis |
712 (073u]) 3WodINQ d1e|pawIRIy|

ueungayiad se}poWoy ISYNPOI] ®L'|'ZM e
{O1) eliaury soyexipu

ueungayiad
selpowoy Isynpoid eAulynuadia |
1'1'Z (03u]) 8WodINQ S3eIpawaiy|

Jopyes gns
sibarelis
eliaury

sejuoud uejuenad sejipowoy depeysa) epequiasems
redeousw BueA ueluepad sejlipowoy asejusasiad iz
1) elisury Jorex1pul

ueinfuelasiag ueluepad
Jesy uebued epequasems eAupninmis |
'z (0°3u]) swodnO 91elpswlalu|

1019S sibarens
elisury

Jopyes eped (%) gad depeysas wipy ueyegniad yeqye
Iwouoys uelbniay I1suslod ueuninuad asejussiad 7 M|
ueinfue)ayiaqg ueluenad eAep Ipnq

Ise|nbas uep Jepuels depeysal ueyniedsy syepul (7 M|

uejuenad

Z awod1nQ Jeuld

Juelueiiad jese uebueyd
uelipueway eAupninmia], 'z O4

uejuenad jese uebued uelpuRWY SHBPU| @'Y
(1) eliaury Joyedipy]

sibarens
elisuny

€°0d VIrYaNII NOHOd

o
I
o
I3
\
n
I
o
I3
R
n
9]
c
o
he]
c
v
a
>
a
Q
[h4
c
8
c
¢l
Iy
£
9]
a
c
.8
=
9]
2
c
9]
€
9]
~

Rencana Strategis Direktorat Jenderal Perkebunan

N

—



yeyeredsew jodwoley ueungayiad

SE}HPOWOY UBURWESY UBp NiNW ueuiwel
wa3sis uedessuad UeRUIqWSY YRlWN( o

ueungaad 3npo.d ueueweay uep NINj,
uelepusbuad uep uesemebusd yejwnr e
:(0u1) andanQ ueuRy Joredipul|

]

eAepipng ueiodejad uep

‘ASUO|, ‘UrRUIqUad Y21WIg ISeUIPIOO) :OY

ISeUIPIOo) ‘:OdN

URWOPad/PWION /URINiRIRd :0Y

©LISIY UBP INP3SO.d ‘pPIepuels ‘BuwIoN

10 YdreveieAsew jodwo)ey ueungayiad

S©e1/POWOY UeuRWESY Uep NINW

ueulwel waisis uedesauad ueeuiquad

-0d

1eeIeASe)y

Jodwo)ay ueeuIquad uep ISellise4 :QY) e
ueungayad ynpoud ueuewesy uep
ninjy uenepusbuad uep uesemebusd :0Y
3Npoid

uelepusbusd uep uesemebuad QYY) e

ueungalad ueweue | ueyiuagiad
uellnBusd wnuoleioqe] JeuoisesadQ e
inip
BueAk ueungayiad selpoWoy yluag yejwnr o
Isemelp
Buek ueungayiad selpowoy yiuag yejwnr o
anjes deis ueungadyiad selpowoy yiuag e
AissinN reuoisesadQ yejwnr o
ueUNGRYI9d SLIPOWOY Jeqas
yiuag ungay| ueeseyliawad 1ealy sen e
ueUNgRIad SLIPOWOY yiuag Lipuel esad e
ueuNga}Iad Se}POoWOoy|
1egas yluag ungay ueunbuequiad yejwnr e
uejodelad uep ‘ASUO
‘ueeuIquad Ya1wWIg ISeUIPIOOY YRlWN o
AdSN yejuing e
ueungaiad
ueweur | Yyluag ISepuswoday Yejwnr
:(0d1) andanQ uepury JoreyIpuy|

ueungayad ueweue} ueyiusagsad uellnbuad
wnpojeioge] JeuoisessdQ ueuele] 0y
dnpiH uebunybul uep ueueinysy
‘uelueliad Buepig euereseld O :OUN o
ueungaiad
SEHPOWOY| Yiusag uesemebus ueuele
‘yiuag ninjy uelnbuayd ueuekeT : 0y
ynpoid uellnbusd uep ueyiplAuad :Qy)
injes
delg ueungayiad sexpowoy yiuag :0y
dnpiH uebunybul] uep
ueuelNYDY ‘Ueluelad Buepig eueses QY
Kiasinp 1euolsesadQ
ueueAeT ‘ueungaiiad SeIPOWOoY Jegas
yiuag ungay| ueeseynawad ueueleT :0y
dnpiH uebunybul] uep ueueinysy
‘uelueliad Buepig eueseseld O :OUN o
ueunga3ad
Sellpowo}) yiusg Uipuely eseq :0d
JexeIeAse)
Jodwo)ay ueeUIqWad Uep ISeISeH :QY)
ueungayiad
Se}lIpowoy| Jegas yiuag ungay 10y
dnpiH uebunybul] uep ueueinyay
‘uelueiad Buepig euereseld :0Y) e
ueisodelad uep
ASUO|, ‘UeRUIqUISY 23WIg ISReUIPIooY :OY
ISeUIPIOOY :OYY
uRWOpPad/eWION/URINieIad :0Y

RN
uep UINPasold ‘PIepuUR)S ‘BULION :OY)
ueungadyiad
ueweUR ] yludg ISepusWoNddy 0y
ueueyLIdd

uep ueluelad buepig uexeligay :0Y)

ueungayad ueweue) Isya30.4d

ueueAe) uexredepusw Huelo yeywnr
ueungayiad

1d0O ueiepuabuay 16ojouxe | yejunp
ueungayJad

uebunpunad yexbuelsd yeywnr
eAepipng ueiode)ad uep ‘ASUOl
‘uerUIqUSd MP1WIg ISeUIpIooy yelwnr
AdSN yeynr

(1dO) ueweue | nbuebbusy

swsiueBbiQ uenepusbusd nbay yejwnr
ueUNQRM}Iad Se}POWOoY|

sisequag JiuebiQ ueluenad esag yejwnr
ueungaiad

ueweue] (140) ueynqwin] nbbuebbusg
awssiuebiQ ueuebueusd ealy sen
ungay uep

ueyeT] uesexeqgay ueyebaduad uep wipy|
ueyeqniad yedweq ueuebueusd ealy sen e
:(0uI) indinQ uedury Joredipul

]

ueungayiad
ueweueR | 1S39101d ueueie] 0y
1eyeIRASe|| epeday JIIgnd ueueAe|ad :O¥))
ueungayiad
140 uenepusbuad i6ojouds | :0Y
dnpiy uebunxbul] uep
ueueINyay ‘uelueliad Buepig eueses QYY)
ueungaiad uebunpunad 1exbueisd :0Y
dnpiH uebunxbulq] uep
ueuelNyay ‘uelueliad Buepig eueses QXY
ueiodelad uep
'ASUO|4 ‘UBRUIqWR Ya1WIg ISRUIPIOO) :OY
ISeUIPJIOO) ‘O
UBWOPSd/BWION/UeINjeldd :0Y
RSN
uep INpasold ‘plepurls ‘ewlIoN O
(1d0) ueynquin| nbbuebbusd swsiuebio
epusbusd nbay ‘ueungaiiad selpowoy]
sisequag yiuebiQ ueluepad ©saq e
-0y
1eeleAse) ueeuiquad uep Iselljised QY e
ueungaxyiad
ueweue] (140) ueynqwn] nbbuebbusy
swsiuebiQ ueuebueusd ealy ‘ungay| uep
ueyeT] uesexeqgay ueyebaduad uep wipy|
ueyeqniad yedweq ueuebueusd ealy 10y
uesemey uebuequabuad eueles QYY) e

JeuoisesadQ efisury

1

ehepipng

uelode)ad uep ‘Asuo|y ‘ueeuIqudd
“foruig Iseulpiooy yeywnr

SN yejwunre

(ga.Ls) eAepipng

Jeyeq epue] jeing ueyiedepus|y
Bueh ungaxad yejwnr

ueungaysad

selpowoy eAepipng uesemey sen o
:(0ul) 3ndinQ uedURY JojeyIpUl|

eAepipng uelodejad uep ‘Asuo|y
‘ueeuIquiad Ya1wWig ISeUIPIooy :0Y
ISeUIpIOO} O
UBWOP3d/BWION/UeINRIRd :0Y
BRI uep

1NPasold ‘piepuels ‘ewloN 0y
(gaLs)

efepipng Jeljeq epue] 1eins 0y
yeyeselsel,

ueeulquisd uep Iselljised :Od)
ueungaiad

Selpowoy uesemey 0y
uesemey|

uebuequabuad eueses :0y

139

c
©
c
>

Q
[9]

¢
s
o]

o
©
o
(9]

ko)
c
9]

£

-
©
I
o

o

"2
[3]
e

[a)]

2
o
Q

5
©
o

s

0
©
C
@
v
c
9]

14

Kementerian Pertanian Republik Indonesia 2025 - 2029




(9a1S) eAepipng Jeiyeq epue] 1eINS 0y
YNPOid ISESUEPURIS :\OYY

ueungaxiad

ueweue] ueyejobuasd eueleseld 0y

dnpiH uebunybul] uep ueuelNyay|
‘ueluellad Buepig eueleseld :OYY e

ueuNgaIad Ueweue] ueyejobuad m
'URIES URp UBUERdEISEY BURIES :OY o
dnpiH uebunxbul uep C 7__
ueuelnyay ‘uelueliad Buepig eueses i\OYY e m )
(ueungasiad S
Buepig ISesUIiH) UBUNGaXIad Se1IPOWOoy| Qa o
galsyeiwnr o Bures eAeq uep yequie] 1e)iN ueeligay :0y 9 m/_a
ueyejobuad ‘usuededsed ueueLad o D
eURIESEI] BURIES YRIWN[ o uep ueluelad Buepig uexeligay :0YY e I
(ueungasyiad Buepig IsesuniH) uewopad /ewloN/ueinjelsd 10y ﬂq m
ueungayiad seypowoy bures eAeq 'L mu ko]
uep yeque| eiN uexeligay yejwnr e uep UNP3s0.d ‘PIepURIS ‘BWLON (OHY e ueungaad sey M <
MdSN Yyelwnr o uenbbun :m::nwv{wa snpoid sowond ;E,Ezﬁ ETESEY o X
ueNBBun ueUNgaYIad SEHPOWOY SE1POWOY ISeSLIIY urRUIqWRd :0Y ! 1SEL SNDOL 1SOWIOIA o3
ISesLIIH ueeulquiad yejwnr e Jeyesehse|| :(oul) 1ISBHANP n__m.oEP_ n_ O 1euoisesado ..«m 5
:(Oyl) IndanQ ueldURy J03eYIpU jodwo)ay ueeUIqWad Uep ISe)ISed (O0YY e IndinQ uelury Joyexipu| d d oW . eliauny 5 w
g
...................................... A §S
s
uenB6uUN ueUNgaYIad SeIIPOWOY Je10) depeysal Bures eAepiaq (%) ueungaxiad Jodsia Isuaiod 1e103 depeysay Jodsis dels " m
uep yequrey rejiuiaqg buek ueungayiad selpowoy) aseiuasiad L7 e I ueungayiad selpowoy ynpoid eseiussiad ez efisury 5 £
(341) laury Jo3exipul (1) efsaury Joyexipul T 9L
o
S c
JBures eAepiaq uep yequey rejiuiaq 6uek ueungasad ..& @
uein66un ueungadiad seyipowoy eAuiedbulusyy,, selpowo) jnpoud uee|pasiala) eAuzexbulusy, o mu
L'L'z’s (0'wwi) swod3nQ ajeipaww] L'LLs (0'ww)) wodng djelpawiw| m ..m
()
9}
................................................................................... Ao S
U]
66 Ises| [\ VA
uenbbun A== ueun d ueungaxied sey
gadiad serpowoy o ga>42d seypowoy
ueungaiag seypowoy O eteloBusa ooy skcreatutong, 10dS40 BWMOA LLE NI 40d$>}9 aWNoA BAUFRYBUILSL, RS e
ISeSUIIH S¥9PU| LTSI ye) 1isey eAurebuUIUSy, (1) eliauny| 118Ul L'I' (0'3U1) 2WO2INO 121PaWIRIU] sibarens eliauny
A(311) elisury J03esIpU| L'L'S (013u]) 3WodINQ 331paWwIRIY| . ’

ue|n66un ueluellad sejpowoy Lueinbbun uejueyad ueueyad sodsys ynpoid ( sreys ,ueiueiad sodsys ynpoid ( a1eys R EEEEEG
ISesSUINIH S)apuU| 7¢I selpowo Ise: y eAurexbuluayy,, 1ydew) Jesed esbued g 12>sew) sesed esbued eAueibuiusy, eliaury
(1) el1aury 103ex1pU| Z'< (0°3u]) wod3InQ 381pawIRy| :(M1) el1auny| JoyexIpu 1'S (0°3u]) Wo23NQ 33IPaWIR3Y] T
®INJINMYIHOH ueweuR] gdd uBynquiniidd p'g M| Lelssuopu| gad depey.sy uelueisad sibarens
ueUNgaYIad UBWeUe | gdd Ueynquiniiad :€°¢ M| 10119 J0dS)D ISNALIIUOY BAUPNINMID |, - efisury
UeIuRYISg SBIPOWOY| R 1S Isnqliuoy pni 1, '¢ Od
IsesIIH s)apu] ueynquiniiad asejuasiad :Z'¢ M| £ awod1nQ jeuld

nyeq ueyeq

ueyningay depeysay uejuernsad 1619us oiq
1synpoJd ueynuswad uejeybuluad asejussiad :L'g|
(1) elsaury J03e31pU|

€°0d VAIdaNIDI NOHOd




uelode)ayd
uep ASUO| ‘ueeuIquad Mo1wig ‘ISeulpiooy yeywnr
1) elisury) 1o3ex1pU|

1643u37 o1g Bunjynpusw
3yniun umeg edejsy ueweue ] eAepipng ueiode)ad
uep ASUO|,| ‘Ueeuiquiad ojwig ‘ISeulplooy :0Y
ISEUIPIOO} - OUN

1649Ud o1g NYeq ueyeq 3njun ueungaylad
SE1IPOWOY UBRIPISIDIDY 9SRIUSSID e 'Lt
:(0Yl) IndInQ ueiduly JoreyIpU|

1649u? oiq nyeq
ueyeq jynjun ueungadiad selipowod eAueipasia]
L'l (O'wiw) swodinQ sreipaww)|

1619ud o1q nyeq ueyeq yniun ueungayiad
uejuenad selpowoy ISYNPOId 'L M|
1) efssury) Joreipu|

1649u3 oig nyeg ueyeq yniun
ueungayJad uejueliad selipow oy eAueipasia]
L'l (073u]) dwod1nQ 191pawLIdu|

1643uUs o1q Nyeq
ueyeq ueyningay ueynuawad aseiussiad : L'y
:O11) elssury) 103e31pU|

uejueldd 1013S 1ep
1649u3 oig nyeg ueyeg ueyninga) eAulynuadia]
L'y (O3u]) wodInQ 331pawIau|

1euolseN I64aug ueueyelay SYapU| |
(1) elssury) Joreipu|

Jeuolseu 1619us ueueyeldy eAupnfnmia] '0O4
$ awod1nQ Jeurd

TeuoisesadQ
elisuny)

=ieL
eliaury

Jopas gqng
sibayeays eliaury

1op3s
sibayeu3s elisury

JeuoiseN
sibajeu3s elisury

¥°0O4d VMAd3aNDI NOHOd

141

c
©
c
>

Q
[9]

¢
s
o]

o
©
o
(9]

ko)
c
9]

£

-
©
o
o

o

"2
[3]
e

[a)]

2
o
Q

5
©
o

s

0
©
C
@
v
c
9]

14

Kementerian Pertanian Republik Indonesia 2025 - 2029




Jeueljuod (41dg) ueungayiad ueweue | 1euoisesadQ
uebunpuinad rejeg gnd ueueie] elisuny
depeysa) yeyeselsel uesenday SH9pU| e J
ueps|y (d1dd499)
ueungayiad ueweue ] uebunpulad
uep ueyluagiad Jesag rejeg yiignd ueueAe)
depeyJtal yeyelselsel uesenday sHopU| e F
uoquiy (d1ddgg) ueungadiad ‘usfiq Isbuny
ueungayiad ueweue] uebunpuiad uep sebny ueeuesyelad o
uep ueyluagiad Jesag rejeg yiignd ueueAe) ey uebuenay esylswad N
depey.a) yeyeselsel uesenday SH9pU| uepeg ueesyswad c m
eAeqeins (41d4499) 1sey infue) yepuiy T 5
- ueungayiad Ueweue] uebunpuiad ueeuesye|ad 9SeIUISIOd 28
uep ueyluagiad Jesag rejeg yiignd ueueAe) ueungaxyiad ‘usfiiqg 1sbuny o
ueungaylad ‘usfiiqg depey.a) yeyeselsel uesenday SH9pU| e F uep sebny ueeuesyelad ol Am
1ele}alyas uswafeuew uebuniynp ueungaiad ueungayiad ‘usafig (vdMl) }edda) uiaiul uesemebuad o I
ueueAe] depeyJal ueungayiad ‘usfiiqg ‘uafii@ yereraas yignd ueuele) uesebbuy ueeuesyelad Jisey 1nfue] yepuiy m .m
dnybun || uo1ase Jun uesenday syapU| e depeysa) yeyeselsel uesenday SH9pU| eliauly| Joyeyipul 1IN e ueeuesye|ad 9SejUISId T £
:011) el1aury soredipy| :011) el1aury sored1pUy| :011) eliaury sorexipU] 1) eliaury sorexipU] 9 w
.
uwﬂwﬂwum”_%w%h_mv_ﬂ_nmwwwmm . ueungaxiad ueungax1ad ‘usfig Jeuss3sye uep Jeussiul e
amvm:\_w% ueungaiag ‘usfig dnyBur :m.ﬂmn_ yngnd cm%m%wamvm%‘_wp uesebbue ueejo)abuad uesemebuad uenway m ,m
1] UO19s? 3lun uesenday) m>.cwmv_m:_cwf ymv_m\_m. .me LSBT BAEABULSN seajen eAuzeBuluBly 1isey eAunnfuepjepuniq 0 g
Dy y £°1°1'9 dWwo0d1nQ S1€IpaWW| Z’L°L'9 dwod1nQ ajeIpsww| L'L’L'9 dW021nQ djeIpaww| o=
+°1°L'9 dWo0d3NQ d1eIipaww| | | 9L
G / / / / "
............ e Sy A S
° g
s 12gejunye S 5
ueuNgaIad ‘uafiiq Isesyollq uep uesedsueJl Hjieq buek ueungadiad usfig 101395 gng sibarens S m
©]0]9) B1RY SHSPU| UL . dnybur 1senjolig e1o19y ere | eAupninmia) ef1auny| e
L s319A97 (1) elisuy soyedyipul | 1’19 (0°3u]) 3wWodINQ 381PaW.IBIU| |
s Isesyo.ig Isew.o4ay uejededuad
ﬁ uelURLISH UBLIDIUSWDY| Bunynpusw wejep uejueliad UelduaWY Joes sibarens
ISesollg ISeWIoay 1e)IN "9 M| - |sesjolig Isewlo49y eAupnfnmia] |'9 45D elisury |

/319497 , (1) elisury soyedipuy | 1’9 dWo21nQ 131pawLIalu|

1

a/7/3 gy tejiu ejei-eyey 9| TeuoiseN
(1) ey \_n.ﬁmv_ﬁc_ Isenjouig Isew.oyay eAupninmia] ‘9 04

JeuolseN sibarens
efiaury

(NWrdy) 1euoisen 19Aa7

S'0Od4 VMYANDI NOHOd W




Jeulalu| eueleSRId UeueAeT yejwnr
‘Teusalu| eueseg ueueke] yejwnr o
uedisiesy
WAS uswaleuely ueueke] yelwnr e
ueelebbus)aAusd ueueAe] yelwnr e
wnwn ueuekeT] yejwnr ‘uesojuesiad
ueueAeT] yejwnr ‘1eulalu] ejo)ay
ele| uep IsesiuebiQ ueueke] yelwnr o
:(01) 3ndinQ Jozeyipu|

ISewJoju| uep eyeq ueueke]
‘Isewlou| uep yexeselsel
uebungny ueueler]
‘wnyny ueueke] yejwnr e
:(01) 3ndinQ Jo3eyipu|

JeuIlu| BURIESRIH
ueueAe] Jeuwlalu| eueles ueuele ] 0y
Teusaju|

eueleseld uep eueles ueuele] 0y e
WAS uswaleue|y ueuele] 0y

Tewsdu] W as uswsaleuel ueuele] Oy o
uedisieay ueesebbualaAusd ueuele] 0y

Tewsdiu| efisury uswsaleuel ueuele]: QY o
wnwn
ueueAe] ‘uelojuediad ueueke feulaiu|
©1019) B1R| UEp Ises|uebiQ ueueke] 0y
Teusaju|

uswafleuel uebuning ueuele] 0 o

jesnd | 4N uebuensay
uswafeue|, ueueler]
‘uebuenay uswsaleuel,
ueueke] ‘uesebbuebuad uep
ueeuEdUAIad UeueAe] Oy
Teuwsdiu| efisuny|

uswafeuely ueuele]: Q) o

yesnd
1dN uebuenay uswsaleue|
ueueke] yeywnr ‘uebuensy
uswafeue| ueueler]
yeywnr ‘uesebbuebuad
uep ueeuedUdI9d

ueueke] yelwnr e

:(01) 3ndinQ Jozexipu|

yesnd
1dN NWg ueueke yejwunr
‘NG ueuele] yeywnr o
1esnd 1dn
ISenjeAs uep uenejuewad
ueueke] yejwnr
‘Isen)eA] uep uenejuewsd
ueueke] yejwnr e
:(0l) 3ndanQ Jo3eyipu|

ISew.oju| uep eyeq ueueken

‘ISewloju| uep 1exelelsel,

uebungny ueueAle’]

‘wnjny ueuele] 0y

Tewsaiu| uswaleuel
uebundng ueuele]: 0 o

1esnd 1dN NiWg

ueueke] ‘NG ueuele] 0y

1ewsaiu| uswafeuely
uebunng ueuele] O o

resnd 1dn

ISenjeAs uep uenejuewad

ueueAe ‘IsenjeAg uep

uenelueWd Ueuele] 0y

Teuwsaiu| efisury|
uswaleuely ueueke] Q) o

............. A A A A

143

c
©
c
>

Q
[9]

¢
s
o]

o
©
o
(9]

ko)
c
9]

£

-
©
I
o

o

"2
[3]
e

[a)]

2
o
Q

5
©
o

s

0
©
C
@
v
c
9]

14

Kementerian Pertanian Republik Indonesia 2025 - 2029







